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KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19, yang menghantam Indonesia genap setahun yang lalu, telah memberikan
dampak yang luar biasa bagi setiap orang, tanpa terkecuali. Namun, meskipun setiap orang
terdampak oleh COVID-19, tetapi tidak semuanya merasakan beban yang sama. Sebagian kelompok
masyarakat Indonesia merasakan penderitaan yang jauh lebih berat di banding kelompok lainnya.
Salah satunya adalah kelompok keragaman seksual dan gender, yang selama ini, bahkan jauh
sebelum pandemi terjadi, telah mengalami marjinalisasi di segala bidang kehidupan.

Pada masa awal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapakan di beberapa
wilayah di Bulan Maret 2020 sebagai upaya pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19,
Konsorsium CRM mengidentifikasi dan mendistribusikan bantuan kepada ribuan kelompok LGBTQ
yang kehilangan mata pencarian dan membutuhkan dukungan bagi pemenuhan kebutuhan
pangan dan sewa tempat tinggal mereka.

Laporan “Studi Dampak COVID-19 terhadap Situasi Sosial, Ekonomi, dan Hukum Kelompok
Keragaman Seksual dan Gender di Indonesia,” ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan
oleh Konsorsium CRM untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan multidimensional
terkait dengan kondisi kelompok LGBTQ yang berada di wilayah-wilayah yang terdampak berat
oleh pandemi COVID-19.

Di dalam laporan studi ini kita dapat melihat secara lebih mendalam betapa besar dampak yang
dialami oleh komunitas LGBTQ selama pandemi COVID-19 berlangsung. Salah satu temuan penting
dalam laporan ini adalah bahwa lebih dari delapan puluh persen komunitas LGBTQ yang menjadi
responden dari penelitian ini mengalami penurunan pendapatan sampai 25% hingga 50% selama
pandemi berlangsung. Penurunan yang signifikan dari pendapatan ini menempatkan setidak-
tidaknya 63% dari komunitas LGBTQ jauh bawah garis kemiskinan Nasional yang ditetapkan oleh
BPS.

Laporan ini juga menyoroti strategi bertahan hiudup dari kelompok LGBTQ yang secara ekonomi
terdampak oleh pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan oleh para responden untuk bertahan
hidup, mulaidengan meminjam uang, menumpang hidup dengan orang lain, mengurangi konsumsi
makanan, bahkan hingga mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan. Hal ini tentunya
sangat berpengaruh pada kualitas hidup kelompok LGBTQ khususnya terhadap kesehatan fisik
dan mental mereka.

Penelitian dan publikasi laporan studi ini merupakan bagian dari program kerja Konsorsium CRM
untuk menguatkan resiliensi kelompok keragaman seksual dan gender di Indonesia di dalam
menghadapikrisis. Program ini didukung oleh Yayasan Kurawal dan bertujuan untuk: 1) memperkuat
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advokasi dan litigasi yang berbasis bukti untuk mendorong perlindungan terhadap kelompok
keragaman seksual dan gender di Indonesia; dan 2) Meningkatkan kapasitas komunitas keragaman
seksual dan gender di dalam melakukan advokasi di bidang layanan sosial, ekonomi, dan hukum.

Berbagai temuan dan rekomendasi yang kami susun di dalam laporan ini akan menjadi bahan
utama bagi kami di dalam menyusun strategi advokasi dan pendampingan bagi kelompok
LGBTQ. Temuan-temuan ini juga akan menjadi salah satu baseline yang akan kami gunakan untuk
mendorong berbagai dialog dengan para pemangku kepentingan dan juga pengambil kebijakan
untuk menguatkan kerangka hukum dan kebijakan Nasional yang lebih baik untuk menjamin
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi bagi kelompok keragaman seksual
dan gender di Indonesia.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tim peneliti yaitu,
Arief Rahadian, Gabriella Devi Benecdita, Fatimah Az Zahro dan seluruh tim enumerator, yang telah
membantu Konsorsium CRM di dalam melaksanakan dan merampungkan penelitian ini. Kami juga
ingin menyampakaikan terima kasih kepada Yayasan Kurawal dan Open Society Foundation yang
telah memberikan dukungan kepada Konsorsium CRM untuk melaksanakan program penguatan
resiliensi kelompok keragaman seksual dan gender di Indonesia. Kami berharap kolaborasi yang
luar biasa ini dapat menciptakan perubahan yang transformatif bagi Indonesia yang lebih inklusif.

Salam solidaritas!

Steering Committee
Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM)
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I PENDAHULUAN
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1.1 Latar Belakang Penelitian

andemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi
keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Dalam
pernyataan bersama yang dirilis oleh Organisasi
Buruh Internasional (ILO), Organisasi Pangan dan
Pertanian (FAO), Dana Internasional untuk Pertanian
(IFAD) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disrupsi akibat
pandemi COVID-19 berpotensi memiskinkan puluhan juta
orang, membuat lebih dari setengah tenaga kerja global - yang
diperkirakan jumlah totalnya mencapai 3.3 milyar jiwa - kehilangan
pekerjaan, serta memicukrisis pangan dan kesehatan global (WHO,
2020). Terkait besaran kasus, data dari WHO menunjukkan bahwa
hingga 30 November 2020, terdapat 62.363.527 kasus COVID-19
yang terkonfirmasi dan 1.456.687 kematian yang disebabkan oleh
infeksi COVID-19 (WHO, 2020). Tidak dapat dipungkiri, pandemi
COVID-19 merupakan krisis global yang dampaknya relatif
dirasakan masyarakat di seluruh penjuru dunia; namun ketika
berbicara tentang pandemi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa menggarisbawahi bahwa “mereka yang termiskin dan
paling rentan-lah yang paling terdampak oleh kondisi pandemi ini”
(UN Independent Expert on Sexual Orientation & Gender Identity,
2020).

Sebagai bagian dari populasi rentan, komunitas LGBTQ (Lesbian,
Gay, Biseksual, Transgender dan Queer) menjadi salah satu
kelompok yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Laporan
dari Tenaga Ahli Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (2020)
menunjukkan bahwa dalam situasi pandemi, komunitas LGBTQ
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berhadapan langsung dengan problema di sektor sosial, ekonomi, dan hukum. Di sektor sosial,
komunitas LGBTQ rentan mengalami kekerasan domestik akibat dari diberlakukannya kebijakan
pembatasan sosial, yang tak jarang menempatkan individu LGBTQ di rumah bersama anggota
keluarga yang ternyata bukan merupakan tempat aman bagi mereka (UN Independent Expert on
Sexual Orientation & Gender Identity, 2020). Komunitas LGBTQ juga kerap dijadikan kambing hitam
atau dicap sebagai salah satu penyebab terjadinya pandemi; seperti yang dilakukan oleh politisi
dan pemuka agama di Ukraina, Ghana, Turki, Korea Selatan, serta Amerika Serikat (Human Rights
Watch, 2020; UN Independent Expert on Sexual Orientation & Gender Identity, 2020).

Secara ekonomi, komunitas LGBTQ kerap berhadapan dengan kondisi kerentanan berlapis.
Mayoritas merupakan bagian dari populasi miskin dan umumnya bekerja di sektor-sektor yang
paling terdampak pandemi COVID-19, seperti sektor jasa, restoran, retail, kecantikan, kesehatan,
serta sektor informal lain (UN Independent Expert on Sexual Orientation & Gender Identity, 2020).
Survei yang dilakukan oleh Program Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV/AIDS
(UNAIDS) pada pertengahan April-Mei 2020 menunjukkan bahwa, dari 20.000 lebih responden
LGBTQ yang tinggal di sekitar 140 negara berbeda, 13% responden kehilangan pekerjaan, 21%
berisiko kehilangan pekerjaan, dan 23% merasa was-was atas status pekerjaan mereka pada
masa pandemi. Lebih lanjut, dari 13% responden yang bekerja sebagai pekerja seks, hanya 2%
yang masih melanjutkan pekerjaan tersebut di tengah masa pandemi; dan 1% menyatakan bahwa
mereka ‘mulai’ menjadi pekerja seks di tengah pandemi karena tuntutan ekonomi. Kerentanan
ekonomi juga berdampak pada ketahanan pangan komunitas LGBTQ, di mana 23% responden
menyatakan bahwa mereka ‘makan lebih sedikit” atau ‘terpaksa melewatkan waktu makan’ karena
kondisi ekonomi yang buruk akibat pandemi (Aidsmap, 2020).

Secara hukum, pengklasifikasian jenis kelamin biner (laki-laki/perempuan) membuat kebijakan
penanganan pandemi relatif tidak mengakui keberadaan komunitas LGBTQ. Di banyak negara,
kebijakan stimulus ekonomi disusun dan diimplementasikan tanpa mempertimbangkan kondisi
kerentanan komunitas LGBTQ yang relatif berbeda dengan populasi umum. Memang terdapat
praktik-praktik baik, seperti Pemerintah Peru dan Spanyol yang menerbitkan panduan terkait
bantuan ekonomi apa saja yang dapat diakses oleh komunitas LGBTQ, dan Pemerintah Filipina
yang memperbolehkan pasangan sesama jenis untuk mengakses dana bantuan yang umumnya
hanya dapat diakses oleh keluarga konvensional. Namun secara umum, pembuat kebijakan di
negara-negara lain relatif masih belum menganggap isu LGBTQ sebagai isu prioritas di tengah
pandemi COVID-19 ini (UN Independent Expert on Sexual Orientation & Gender Identity, 2020).

Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 secara efektif mengubah tatanan hidup masyarakat dan
menyebabkan disorganisasi sosial, ekonomi maupun hukum. Sejak pandemi COVID-19 terjadi,
pertumbuhan ekonomi yang negatif di kuartal Il dan lll menyebabkan resesi yang berdampak luas
bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Sosial Demografi BPS (2020)
terhadap 87.379 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, 2.52% responden mengalami
PHK karena tempat bekerja/usaha mereka tutup. Lebih lanjut, terdapat 18.3% responden yang
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bekerja namun sementara dirumahkan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Survei yang sama
menunjukkan bahwa penurunan pendapatan dirasakan oleh 44.7% responden laki-laki dan 38.5%
responden perempuan. BPS menggarisbawahi bahwa masyarakat miskin, rentan miskin, dan
mereka yang bekerja di sektor informal adalah pihak yang paling terdampak pandemi; 70,5% dari
mereka dengan pendapatan di bawah 1,8 juta mengalami penurunan pendapatan. Survei BPS
lainnya tentang Dampak COVID-19 terhadap Pelaku Usaha menunjukkan sektor akomodasi dan
makan minum sebagai sektor yang paling terdampak (92.5%), dengan Bali sebagai provinsi yang
pelaku usahanya paling banyak mengalami penurunan pendapatan (92.2%) (BPS, 2020). Kondisi
semacam ini yang menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
meningkatkan tingkat kriminalitas, khususnya pencurian (Ull, 2020).

Kondisi komunitas LGBTQ di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia tidak lebih baik dibandingkan
kondisi global. Studi Crisis Response Mechanism (CRM) di lima provinsi menunjukkan bahwa
komunitas LGBTQ di Indonesia - khususnya transgender - kerap menjadi target kekerasan fisik dan
nonfisik yang dilakukan oleh masyarakat; seperti perampokan, penusukan, teror, dan kekerasan
domestik yang dilakukan oleh orang dekat. Komunitas LGBTQ juga dicap sebagai penyebab
pandemi COVID-19 di beberapa daerah, seperti Aceh dan Depok (Crisis Response Mechanism,
2020). Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian publik adalah kasus FP yang membagikan
kardus berisi ‘sembako’ kepada transpuan di Bandung pada Mei 2020 lalu, yang ternyata berisi
sampah (Tempo, 2020).

Dari aspek ekonomi, studi CRM menunjukkan pola yang relatif sama dengan temuan di tingkat
global: komunitas LGBTQ Indonesia - khususnya yang bekerja di sektor jasa - mengalami
penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan mereka (CRM, 2020). Survei KSM
menunjukkan bahwa sekitar 74% responden LGBTQ kehilangan pekerjaannya akibat pandemi
COVID-19. Sebanyak 22% responden menderita kecemasan akibat ‘ketakutan tidak dapat bekerja’
dan ‘tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari’ (CRM, 2020). Laporan dari Serikat Jurnalis untuk
Keberagaman (SEJUK) menunjukkan pola yang serupa, bahwa individu LGBTQ yang bekerja kerap
dituntut mengambil ‘cuti yang tidak dibayar’ dan bahkan dipecat oleh perusahaan tempat mereka
bekerja akibat pandemi COVID-19 (SEJUK, 2020).

Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik membahas perlindungan
terhadap komunitas LGBTQ (Human Rights Watch, 2016). Regulasi yang disusun oleh pemerintah
terkait penanganan pandemi COVID-19 juga belum secara spesifik menyasar komunitas LGBTQ.
Sebagaimana yang terjadi di level global, isu LGBTQ belum dianggap sebagai isu prioritas
dalam penanganan pandemi COVID-19. Kerangka hukum formal justru kerap digunakan untuk
mengkriminalisasi dan mendiskriminasi komunitas LGBTQ bahkan di tengah pandemi; contohnya
terlihat dipenggerebekan gay di Jakarta Selatan pada September 2020 (Tirto, 2020) dan pemecatan
lima belas anggota TNI dan Polri yang diduga ‘berperilaku homoseksual” sepanjang 2020 (BBC
Indonesia, 2020). Kriminalisasi yang terjadi di tengah pandemi tentunya menempatkan komunitas
LGBTQ ke dalam kerentanan berlapis: tidak cukup berhadapan dengan pandemi, mereka juga
harus melayani hukum yang diskriminatif.
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1.2 Tujuan dan Cakupan Penelitian

Kasus-kasus di atas hanyalah potret kecil dari sekian banyak tantangan yang harus dihadapi
komunitas LGBTQ di tengah situasi pandemi COVID-19. Sayangnya, data terkait dampak COVID-19
terhadap keberlangsungan hidup komunitas LGBT sebagai bagian dari kelompok rentan relatif
masih minim. Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dampak pandemi COVID-19 terhadap situasi sosial, ekonomi, dan hukum komunitas LGBTQ di
Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis data dalam proses advokasi pemenuhan
hak-hak sosial dan ekonomi komunitas LGBTQ, untuk mendukung perumusan kebijakan yang
inklusif di Indonesia.

Dalam penelitian ini, karakteristik SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, and
Sex Characteristic) responden dibagi ke dalam empat kategori untuk kebutuhan klasifikasi, tanpa
mengesampingkan kekayaan dan keragaman seksual, yaitu: 1) Kelompok Gay, Biseksual, dan Queer
laki-laki (GBQL); 2) Kelompok Lesbian, Biseksual, dan Queer Perempuan (LBQP); 3) Kelompok
transgender laki-laki (trans laki-laki); dan 4) Kelompok transgender perempuan (transpuan). Secara
cakupan, penelitian ini dilakukan dienam lokasi berbeda di Indonesia, yang masing-masing memiliki
derajat risiko penularan COVID-19 yang berbeda-beda, yaitu: DKI Jakarta, Kalimantan Tengah
(Kalteng), Bali, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sumatera Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Terdapat tiga pertanyaan utama yang akan dijawab oleh penelitian ini:

1. Apadampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi hukum kelompok GBQL, LBQP, trans laki-laki,
dan transpuan di Indonesia?

2. Apa dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi kelompok GBQL, LBQP, trans laki-
laki, dan transpuan di Indonesia?

3. Apa dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial kelompok GBQL, LBQP, trans laki-laki,
dan transpuan di Indonesia?

Pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data survei daring digunakan untuk
membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Penjelasan lebih lanjut terkait
pengembangan instrumen dan metode penelitian akan disajikan dalam bagian ‘Metode dan Proses
Penelitian’.
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1.4 Metode dan Proses Penelitian

1.4.1 Pengembangan Instrumen

Dari tiga pertanyaan penelitian di atas, peneliti merumuskan variabel dan dimensi penelitian
yang kemudian dikembangkan menjadi kuesioner penelitian. Secara umum, instrumen penelitian
“Komunitas LGBTQ di Tengah Pusaran Pandemi: Antara Kerentanan dan Resiliensi” terbagi ke dalam
empat segmen berbeda: 1) karakteristik responden; 2) aspek sosial; 3) aspek ekonomi; dan 4) aspek
hukum. Penjabaran lebih lanjut terkait operasionalisasi pertanyaan penelitian dapat dilihat dari
tabel di bawah:

Tabel 1 Operasionalisasi Pertanyaan Penelitian

Variabel Dimensi Indikator
Usia
Informasi Dasar Domisili
Tingkat Pendidikan
Persepsi Diri Karakteristik SOGIESC
Karakteristik Responden Kerumahtanggaan Anggota Rumah Tangga
Tanggungan Jumlah Tanggungan Ekonomi
Kelengkapan Administratif Kepemilikan KK
Kepemilikan KTP
Keanggotaan Jaminan Sosial Keanggotaan BPJS

Kekerasan Fisik

Dampak Sosial COVID-19 Isu Kekerasan Kekerasan Emosional
terhadap Situasi Kekerasan Ekonomi
Komunitas LGBTQ Kekerasan Psikologis
Indonesia: Dampak Keamanan Derajat Kecemasan
keseluruhan dari pandemi Interaksi Sosial
COVID-19 terhadap Layanan Kesehatan Dasar
kondisi komunitas LGBTQ Layanan Kesehatan terkait
di Indonesia, serta Akses Layanan Kesehatan COVID-19
kesejahteraan individu Layanan Kontrasepsi
LGBTQ dan keluarganya Layanan Obat-Obatan ARV
(CSI, 2020) Akses terhadap Bantuan Bantuan Pemerintah

Bantuan Nonpemerintah
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Variabel Dimensi Indikator

Dampak Ekonomi Pekerjaan Status Pekerjaan
COVID-19 terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Pendapatan
Situasi Komunitas LGBTQ Pengeluaran
Indonesia: Pertambahan | Akses terhadap Kredit/Pinjaman Pinjaman uang
atau pengurangan Aset dan Sumber Dana
pengeluaran komunitas
LGBTQ di Indonesia Ketahanan Hidup selama Pandemi
sebagai akibat langsung COVID-19 Upaya Bertahan Hidup

dari Pandemi COVID-19
(Weisbrod, 1997)

Dampak Hukum Pengetahuan Hukum Pengetahuan Hukum

COVID-19 terhadap Kepatuhan Hukum Berkumpul dan Bepergian
Situasi Komunitas LGBTQ Diskriminasi Hukum Bantuan Hukum

Indonesia: Dampak Persepsi terhadap Kriminalitas

Pandemi COVID-19 Persepsi terhadap Hukum dan

terhadap pemahaman Kaitannya dengan Pandemi Persepsi terhadap Kekerasan

dan aktivitas terkait hukum COVID-19 yang Dilakukan Aparat Hukum

komunitas LGBTQ di

Indonesia

1.4.2 Penarikan Sampel

Untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan hukum komunitas
LGBTQ di Indonesia, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan
data survei daring. Proses pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi KoBoToolbox. Sampel
penelitian ini ditarik secara nonprobabilita. Karena ketiadaan data sebaran populasi LGBTQ di
Indonesia yang dapat digunakan sebagai kerangka sampel, maka proses penarikan sampel
dilakukan dengan menggunakan data risiko sebaran kasus COVID-19 yang telah dirangkum
dengan baik dalam situs https://covid19.go.id/peta-risiko. Peneliti memilih 6 wilayah yang terdiri
dari 2 wilayah dengan risiko COVID-19 tinggi, 2 wilayah dengan risiko COVID-19 sedang, dan 2
wilayah dengan risiko COVID-19 rendah, berdasarkan data situs tersebut per-Desember 2020.

Tabel 2 Pembagian Wilayah Penelitian berdasarkan Tingkat Risiko COVID-19

Tingkat Risiko COVID-19 Wilayah Sampel Penelitian

Tinggi DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah
Sedang Bali dan Sulawesi Selatan
Rendah Sumatera Utara dan NTT
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https://covid19.go.id/peta-risiko

Penelitian ini melibatkan 300 responden dengan proporsi 50 responden untuk setiap wilayah
penelitian. Dari setiap wilayah penelitian, peneliti menentukan target minimal respon untuk
kelompok: 1) Gay, Biseksual, dan Queer laki-laki (GBQL); 2) Lesbian, Biseksual, dan Queer
Perempuan (LBQP); dan 3) trans laki-laki dan 4) transpuan, untuk menjamin keterwakilan setiap
kelompok identitas. Untuk setiap wilayah penelitian, tim peneliti menargetkan 10 responden GBQL,
10 responden LBQP, 10 responden trans laki-laki dan 10 responden transpuan untuk mengisi
survei daring - 10 responden lainnya dapat berasal dari kelompok identitas manapun. Peneliti
juga membagi responden ke dalam 2 kategori kelompok usia, yaitu 19-35 tahun (kelompok muda)
dan > 36 tahun (kelompok dewasa) untuk memastikan sebaran data yang lebih beragam, dan
keterwakilan dari kedua kelompok usia tersebut.

Lebihlanjut, dalam rangka menciptakan iklim yang inklusif bagi responden, penelitian ini melibatkan
kawan-kawan LGBTQ sebagai kolaborator/enumerator survei di tiap wilayah. Proses pemilihan
kolaborator dilakukan secaraterbuka (open recruitment) sehingga setiap calon memilikikesempatan
yang sama untuk terpilin. Adapun kriteria enumerator adalah sebagai berikut: 1) Berusia minimal
19 tahun; 2) Merupakan bagian dari komunitas LGBTQ di wilayahnya masing-masing; 3) Memiliki
ketertarikan terhadap isu kesetaraan gender, kesehatan, hukum, dan sosial; serta 4) Pernah terlibat
dalam penelitian sosial sebelumnya.

Untuk setiap wilayah penelitian, tim peneliti dibantu oleh 1 orang enumerator yang berdomisili
di masing-masing wilayah penelitian. Enumerator bertugas mencari 50 responden per wilayah
sesuai dengan kategori SOGIESC dan kelompok usia yang sudah ditetapkan. Enumerator juga
bertugas menjelaskan tujuan penelitian dan menanyakan kesediaan calon responden untuk
melakukan pengisian survei daring ini secara mandiri. Jika calon responden sudah memberikan
kesediaannya secara oral, enumerator akan mengirimkan tautan survei yang diberikan oleh peneliti
serta memberikan kode khusus kepada tiap responden. Responden mendapatkan suvenir yang
diberikan dalam bentuk 2 pilihan; yaitu pulsa ataupun transfer ke rekening (pribadi atau keluarga/
kerabat jika tidak memiliki nomor rekening pribadi). Apabila responden memilih pulsa, enumerator
yang mengisi pulsa sebesar Rp 50.000 kepada responden. Suvenir. Apabila responden memilih
transfer bank, tim peneliti akan melakukan transfer antarrekening juga sebesar Rp 50.000.

1.4.3 Proses Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dilakukan selama 12 hari dari tanggal 28 Desember 2020 hingga 9

Januari 2021. Sebelum proses pengumpulan data dimulai, enumerator mendapatkan pelatinan
secara daring selama 2 hari pada tanggal 26-27 Desember 2020. Pelatihan ini membahas etika
penelitian, informed consent, proses sampling, pertanyaan penelitian, penggunaan KoboToolbox,
organisasi kerja lapangan, protokol pencegahan COVID-19 dan prinsip nol toleransi’ terhadap
kekerasan seksual. Pada akhir pelatihan hari pertama, setiap enumerator diminta untuk melakukan
wawancara pre-test terhadap calon responden, dan hasil wawancara tersebut didiskusikan secara
mendalam pada hari kedua pelatihan, sebagai masukan untuk proses pengembangan kuesioner.

KELOMPOK KERAGAMAN SEKSUAL DAN
GENDER DI TENGAH PUSARAN PANDEMI:
ANTARA KERENTANAN DAN RESILIENSI




\Seiring berjalannya proses penelitian, target responden per-kategori SOGIESC ternyata tidak dapat
terpenuhi karena berbagai kendala, yakni terbatasnya jumlah anggota komunitas LGBTQ untuk
kategori dan umur tertentu di salah satu wilayah penelitian. Secara umum, capaian responden usia
dewasa untuk kelompok GBQL, LBQP, dan trans laki-laki juga lebih sedikit dibandingkan responden
yang berasal dari kategori usia muda.

Distribusi responden per wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Distribusi Responden berdasarkan Kategori SOGIESC dan Usia Per Wilayah

Trans

GBQL LBQP laki-laki Transpuan
Wilayah
19-35 >36 19-35 =>36 19-35 >36 19-35 »>36
1. DKl Jakarta 8 4 7 6 10 3 6 6 50
Kalimantan
2. Tengah 8 6 7 6 6 0 8 9 50
3. Bali 7 9 5 5 5 5 6 8 50
Sulawesi
4, Selatan 8 7 7 3 9 2 7 7 50
Sumatera
5. Utara 9 5 6 5 8 5 5 7 50
6. NTT 7 5 12 1 1 0 7 7 50
Total iy 36 44 26 49 15 39 44 300

1.4.4 Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi. Kondisi pandemi COVID-19 membuat survei ini harus
dilakukan secara daring, guna meminimalisir risiko kesehatan. Bagi sebagian besar responden,
pengisian daring ini merupakan hal baru sehingga kerap timbul kebingungan dalam proses
pengisian. Pengisian melalui tautan yang diberikan juga membutuhkan koneksi internet dan gawai
(HP/tablet/laptop). Internet yang stabil juga dibutuhkan dalam pengisian kuesioner ini sehingga
ditemui beberapa masalah di mana responden tidak dapat mengakses tautan yang diberikan
ataupun tidak dapat mengirim ke server pada saat kuesioner sudah selesai diisi. Beberapa
responden harus melakukan pengisian ulang supaya kuesioner mereka dapat terkirim ke server.

Pengisian kuesioner daring yang dilakukan secara mandiri oleh responden (self-administered)
membuat responden dapat lebih bebas memilih jawaban yang ia anggap tepat. Untuk pertanyaan
yang cenderung sensitif, metode survei daring membantu responden untuk menyuarakan
pendapatnya tanpa diketahui oleh pihak lain. Hanya peneliti yang memiliki akses terhadap jawaban
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responden yang sudah terkirim ke server. Enumerator tidak mengetahui jawaban dari setiap
pertanyaan yang diajukan ke responden, kecuali untuk beberapa kasus ketika responden yang
tidak memiliki gadget dibantu pengisian kuesionernya oleh enumerator sebagai pewawancara.
Namun, tetap ada pertanyaan-pertanyaan sensitif yang berpotensi untuk membuat responden
tidak nyaman, seperti prevalensi kekerasan yang dialami, paparan COVID-19, peminjaman uang
dan kondisi tabungan.

Intensitas paparan kekerasan yang diterima responden juga dapat memengaruhi jawaban
responden. Responden yang kerap mengalami kekerasan mungkin tidak lagi menyadari bahwa
ia adalah penyintas kekerasan, karena hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan
merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari responden. Normalisasi atas kekerasan yang mereka
terima ini juga dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian.

Hal lain yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang sulit
diperoleh sesuai target kategori SOGIESC ataupun usia. Untuk beberapa wilayah, keterbatasan
anggota komunitas, khususnya LBQP maupun trans laki-laki, membuat beberapa enumerator cukup
kesulitan dalam mencari responden sesuai dengan target usia yang telah ditentukan. Berdasarkan
usia, target awal yang ditentukan adalah masing-masing 25 responden untuk usia muda (19-35
tahun) dan usia dewasa (> 36 tahun), tapi target tersebut tidak dapat tercapai karena keterbatasan
anggota komunitas yang ada. Beberapa enumerator bahkan harus mencari responden secara
langsung supaya target tersebut tercapai. Kepatuhan terhadap protokol pencegahan COVID-19
menjadi hal yang selalu ditekankan oleh tim peneliti ketika enumerator mencari responden secara
langsung dan melakukan wawancara tatap muka. Adanya bantuaninformasi nama calon responden
dari enumerator yang memiliki jaringan anggota LGBTQ di wilayah lain sangat membantu untuk
mencapai target responden penelitian ini.

Selain itu, kendala lain yang turut muncul adalah perbedaan antara identifikasi awal enumerator
mengenai karakteristik SOGIESC responden dengan pengetahuan responden terkait identifikasi
diri(nya) dan pemahaman tentang SOGIESC. Terdapat beberapa responden yang awalnya
diidentifikasi sebagai trans laki-laki oleh enumerator mengisi LBQP sebagai identifikasi dirinya.
Hal ini diketahui pada saat proses cleaning kuesioner yang sudah masuk ke server. Terdapat 2
kemungkinan mengenai hal ini, yaitu responden memang mengidentifikasikan dirinya sebagai
LBQP, atau responden memiliki persepsi dan pengetahuan yang berbeda mengenai kategorisasi
ataupun term LBQP dan trans laki-laki. Tim peneliti tetap mengacu pada jawaban personal
responden dalam kuesioner untuk kategorisasi diri ini sehingga penghitungan sampel per wilayah
juga mengikuti semua jawaban responden terkait identifikasi dirinya.
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I TEMUAN PENELITIAN

(YA KELOMPOK KERAGAMAN SEKSUAL DAN
ANTARA KERENTANAN DAN RESILIENSI

agian ini membahas temuan penelitian berdasarkan
empat segmen utama kuesioner penelitian: 1)
karakteristik responden; 2) aspek sosial; 3) aspek
ekonomi, dan 4) aspek hukum.

2.1 Karakteristik Responden

Responden penelitian tersebar secara merata di enam wilayah
survei, yakni DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Selatan,
dan NTT dengan 50 orang responden pada masing-masing
wilayah. Berdasarkan kategori usia, responden terbagi ke dalam
kategori usia muda (19-35 tahun) sebanyak 61% dan usia dewasa
(> 35 tahun) sebanyak 39%.

Grafik 1 Sebaran Responden Berdasarkan Wilayah dan Usia

Sebaran Responden Berdasarkan Wilayah dan Usia

(n=300)
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Secara umum, jumlah responden berdasarkan karakteristik
SOGIESC terbagi secara hampir merata sesuai dengan kategori
yang telah ditentukan. 82 responden (27.3%) mengidentifikasikan
dirinya sebagai bagian dari kelompok GBQL, 69 responden (23%)
mengidentifikasikan diri sebagai LBQP, 64 responden (21.3%)
mengidentifikasikan diri sebagai trans laki-laki, dan 85 responden
(28.3%) mengidentifikasikan dirinya sebagai transpuan.
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Grafik 2 Sebaran Responden Berdasarkan SOGIESC
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(n=300)

m GBQAL
u LBQP
» Trans laki-laki

Transpuan

Lebih lanjut, responden kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori usia. Pada kategori GBQL,
terdapat 61% responden muda dan 39% responden dewasa. Pada kategori LBQP, terdapat 62.3%
responden muda dan 37.7% responden dewasa. Pada kategori trans laki-laki, terdapat 76.6%
responden muda dan 23.4% responden dewasa. Pada kategori transpuan, terdapat 471% responden
muda dan 52.9% responden dewasa. Meskipun telah diupayakan agar setiap kategori SOGIESC
terdapat responden muda dan dewasa dengan proporsi yang seimbang, namun ketersediaan
responden di masing-masing wilayah sangat memengaruhi proporsi sebaran profil responden.

Grafik 3 Sebaran Responden Berdasarkan Kategori SOGIESC dan Usia
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Berdasarkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh responden, sebagian besar responden
(56%) lulus SMA, sedangkan 16% lainnya lulus SMP dan SD. Terdapat pula 27% responden telah
menyelesaikan pendidikan tingkat universitas. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan responden
terbanyakyangtelah menyelesaikantingkat pendidikan universitas (29%). Disisilain, Sulawesi Selatan
merupakan wilayah dengan responden lulusan SD paling banyak (42%). Sedangkan berdasarkan
karakteristik SOGIESC, GBQL adalah karakteristik responden dengan tingkat pendidikan tamat
universitas paling banyak (41%) dan transpuan merupakan karakteristik responden dengan tingkat
pendidikan tamat SD paling banyak (50%).

Grafik 4 Tingkat Pendidikan Responden
Tingkat Pendidikan Responden
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Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden saat ini masih bekerja (65%). Dalam survei ini, peneliti
membagi antara pekerjaan utama dan sampingan. Jika seseorang hanya memiliki satu pekerjaan,
maka pekerjaan tersebut digolongkan ke dalam pekerjaan utama. Jika seseorang memiliki lebih dari
satu pekerjaan, maka pekerjaan dengan jam kerja terbanyak yang didefinisikan sebagai pekerjaan
utamanya. Survei ini menanyakan pula pekerjaan sampingan yang dilakukan di luar kerja utama
responden.

Grafik 5 Responden Bekerja

Responden Bekerja (n=300)
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Diantararespondenyang bekerja, kelompok yang paling banyak bekerja adalah kelompok transpuan
(30.3%) dan GBQL (29.2%). Sedangkan berdasarkan wilayah, komunitas LGBTQ di Provinsi DKI
Jakarta dan Sulawesi Selatan adalah 2 komunitas LGBTQ dengan persentase responden bekerja
terbesar, yakni (20.5%) dan (20%). Jika dilihat dari tingkat risiko COVID-19, distribusi responden
yang bekerja terbesar berada di wilayah dengan tingkat risiko COVID-19 sedang (Bali dan Sulawesi
Selatan) dengan 36.9%, diikuti wilayah dengan tingkat risiko COVID-19 tinggi (DKI Jakarta dan
Kalimantan Tengah) dengan 36.4%, dan wilayah dengan risiko COVID-19 rendah (Sumatera Utara
dan NTT) dengan 26.7%.

Hasil survei menunjukkan mayoritas responden bekerja sebagai pegawai swasta (30.3%), pelaku
usaha/wiraswasta (20.5%), dan pekerja LSM (19.5%). Terdapat sebelas orang responden (5.6%) yang
menjawab pekerja seks sebagai pekerjaan utama mereka. Menjadi pekerja seks di saat pandemi
membuat responden sangat rawan tertular virus COVID-19 karena mereka harus melakukan kontak
erat dengan klien. Meskipun begitu, pilihan ini tetap mereka jalani karena desakan kebutuhan
finansial. Di antara responden yang tidak bekerja (n=105), sebagian besar di antaranya (79.0%)
mengaku tidak bekerja karena terdampak COVID-19.

Tabel 4 Jenis Pekerjaan Responden berdasarkan Kategori SOGIESC (n=195)

Kategori SOGIESC

Jenis pekerjaan Trans

laki-laki ~ Transpuan
Buruh Pabrik 0,0% 2,6% 2.4% 0,0% 1,0%
Freelance/Pekerja o o o o 0
Lepas 70% 15,8% 12,2% 10,2% 10,8%
Kerja Serabutan 12,3% 0,0% 12,2% 1,7% 6,7%
Pegawai Negeri Sipil o o o o o
(PNS) 53% 0,0% 0,0% 1,7% 21%
Pegawai Swasta 24,6% 447% 48,8% 13,6% 30,3%
Pekerja LSM 351% 0,0% 4,9% 271% 19,5%
Pekerja Seks 1,8% 5,3% 2.4% 11,9% 56%
Pekerja sosial 0,0% 13,2% 0,0% 3,4% 3,6%
Wiraswasta/Pelaku o o o o °
Usaha 14,0% 18,4% 171% 30,5% 20,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Dilihat dari kategori SOGIESC, pekerjaan mayoritas GBQL adalah pekerja LSM (35.1%), LBQP adalah
pegawai swasta (44.7%), trans laki-laki adalah pegawai swasta (48.8%) dan transpuan sebagai
pelaku usaha (30.5%). Pekerja seks menjadi pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh kelompok
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transpuan, yaitu 7 responden (11.9%) dibanding kelompok lainnya. Pekerja LSM menjadi pekerjaan
utama komunitas LGBTQ di DKI| Jakarta (47.5%) dan Bali (39.4%), sedangkan pegawai swasta
menjadi mayoritas pekerjaan yang dijalani responden di Sulawesi Selatan (43.6%), Sumatera Utara
(33%) dan NTT (32.1%). Pekerjaan serabutan menjadi pekerjaan mayoritas responden di Kalimantan
Tengah (25.8%).

Grafik 6 Sektor Pekerjaan Responden

Sektor Pekerjaan Responden (n=195)
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Berdasarkan hasil survei, sektor kecantikan menjadi sektor pekerjaan terbesar responden (20.5%).
Sektor kedua terbesar adalah kesehatan (19.5%) dan perdagangan, baik offline maupun online
(12.8%). Sektor hiburan menjadi salah satu sektor pekerjaan responden (8.7%) dengan pekerjaan
seperti artis, selebgram maupun pekerja seks. Dilihat dari kategori SOGIESC, kelompok GBQL
paling banyak bekerja di sektor kesehatan (31.6%), kelompok transpuan paling banyak bekerja di
sektor kecantikan (54.2%), dan baik kelompok LBQP (26.8%) maupun trans laki-laki (26.3%) paling
banyak bekerja di sektor perdagangan. Bidang kesehatan menjadi sektor mayoritas responden di
DK Jakarta (47.5%) dan Bali (33%). Di Sumatera Utara, sektor kesehatan dan pekerjaan di LSM dan
organisasi LGBTQ menjadi sektor pekerjaan terbanyak responden (masing-masing sebesar 16.7%).
Sedangkan sektor kecantikan menjadi sektor dengan mayoritas responden di Kalimantan Tengah
(29.0%), Sulawesi Selatan (35.9%) dan NTT (42.9%).
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Grafik 7 Pekerjaan Sampingan Responden

Pekerjaan Sampingan Responden (n=115)
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Di samping pekerjaan utama, kami menanyakan juga pekerjaan sampingan yang dilakukan
anggota komunitas LGBTQ. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak memiliki
pekerjaan sampingan (61.7%). Bagi 38.2% responden yang memiliki pekerjaan sampingan, mayoritas
responden memiliki pekerjaan sampingan sebagai wiraswasta/pelaku usaha (32.2%) dan pekerja
lepas (32.3%). Terdapat juga 20 responden (174%) yang mengatakan bahwa mereka memiliki
pekerjaan sampingan sebagai pekerja seks.

Grafik 8 Orang yang Tinggal Bersama Responden
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Sebagian besar responden saat ini tinggal sendiri (33%) dan tinggal dengan pasangan (31%).
Sebagian lainnya tinggal bersama dengan orang tua (22%), teman (11.3%), dan kerabat (3.6%).
Ada pula seorang responden yang saat ini tinggal dengan mantan suami dan anaknya. Jika dilihat
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berdasarkan karakteristik SOGIESC, transpuan paling banyak tinggal sendiri (40.4%). Dalam banyak
kasus, transpuan kerap harus meninggalkan rumahnya di usia yang masih muda; baik karena diusir
oleh keluarga, maupun melarikan diri karena kekerasan yang dialami di dalam rumah.

Grafik 9 Jumlah Tanggungan Ekonomi Responden
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Mayoritas responden (87%) memiliki tanggungan ekonomi. Dari seluruh responden yang memiliki
tanggungan ekonomi, mayoritas di antaranya (59%) menanggung 2-3 orang, sedangkan sebagian
lainnya (28.3%) hanya menanggung dirinya sendiri. Ada pula responden yang harus menanggung
biaya 4-5 orang (8.4%) dan lebih dari 5 orang (4%). Sejalan dengan data responden yang tinggal
sendiri, mayoritas transpuan (33.8%) hanya menanggung beban ekonomi untuk dirinya sendiri.

2.1.1 Status Kependudukan Komunitas LGBTQ

Dokumen kependudukan merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga
negara. Tanpa dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP), anggota komunitas LGBTQ kesulitan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, dan bantuan sosial. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden
(98.3%) memiliki KTP. Akan tetapi, terdapat lima orang responden yang belum memiliki KTP dengan
alasan KTP belum jadi, tidak memiliki dokumen administratif yang dibutuhkan, terkendala masalah
transportasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus KTP. Terdapat seorang responden yang
menyatakan bahwa petugas menolak melayani proses pembuatan KTP. Wilayah yang memiliki
responden tanpa KTP paling banyak adalah Kalimantan Tengah.

Hampir semua responden (98.3%) responden memiliki Kartu Keluarga. Lima orang responden tidak
memiliki KK antara lain dikarenakan kabur dari rumah, tidak memiliki kelengkapan administratif
yang dibutuhkan, dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. KK salah seorang responden masih
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dalam proses setelah orang tuanya meninggal dunia, sementara seorang responden tidak memiliki
KK karena merasa tidak nyaman dan mendapatkan stigma ketika mengurus pembuatannya.
Sebagaimana dengan kepemilikan KTP, wilayah dengan tanpa KK paling banyak adalah Kalimantan
Tengah.

Grafik 10 Kepemilikan BPJS Kesehatan

Kepemilikan BPJS Kesehatan
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Lebih dari setengah responden (63.0%) memiliki BPJS Kesehatan. Di antara responden yang tidak
memiliki BPJS Kesehatan, hampir setengahnya (49.0%) mengatakan alasannya karena tidak mampu
membayar iuran bulanan. Sementara itu, responden lainnya mengatakan bahwa mereka tidak
tahu cara pembuatan BPJS (23.0%) dan tidak memiliki dokumen administratif yang dibutuhkan
(12.0%). Terdapat tujuh orang (6.0%) responden yang merasa tidak nyaman dan mendapatkan
stigma ketika mengurus BPJS Kesehatan. Beberapa alasan lain yang menjadi alasan responden
tidak memiliki BPJS Kesehatan antara lain merasa tidak perlu BPJS Kesehatan, tidak percaya dengan
fasilitas BPJS Kesehatan, dan tidak merasakan manfaat atas kepemilikan asuransi kesehatan. Ada
pula responden yang tidak lagi memiliki BPJS Kesehatan karena iuran bulanan yang semakin tinggi.

Berdasarkan tingkat risiko COVID-19, persentase responden yang tidak memiliki BPJS Kesehatan
hampir merata di semua wilayah, yakni 32.4% di wilayah risiko tinggi (DKI Jakarta dan Kalimantan
Tengah), 36.0% di wilayah risiko sedang (Bali dan Sulawesi Selatan), dan 31.5% di wilayah risiko
rendah (Sumatera Utara dan NTT). Berdasarkan kategori SOGIESC, responden yang tidak memiliki
BPJS paling banyak adalah LBQP (28.8%) dan transpuan (28.8%).
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Grafik 11 Membayar luran BPJS Kesehatan Secara Rutin

Membayar luran BPJS Kesehatan Secara Rutin (n=189)
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Di antara responden yang memiliki BPJS Kesehatan, hanya setengahnya (55.0%) yang masih bisa
membayar iuran bulanan secara rutin. Sedangkan 45% lainnya menyatakan tidak lagi mampu
membayar iuran bulanan. Trans laki-laki merupakan kelompok responden yang mayoritas (63.2%)
tidak lagi mampu membayar iuran bulanan. Mayoritas responden (45.0%) yang tidak memiliki
BPJS memiliki pendapatan di bawah Rp 1.000.000,-. Namun, pendapatan tidak berkorelasi secara
langsung terhadap kepemilikan BPJS karena masih terdapat responden yang pendapatan yang
lebih tinggi tapi tidak memiliki BPJS.

2.2 Dampak COVID-19 dalam Aspek Hukum: Pembatasan Sosial
dan Kehidupan LGBTQ

Berbagai regulasi yang ada terpaksa harus diubah sebagai adaptasi atas kondisi pandemi
COVID-19, seperti kebijakan pembatasan penerbangan ke luar maupun dalam negeri dan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan-kebijakan ini berkonsekuensi langsung
terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk komunitas LGBTQ. Kebijakan PSBB
yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam
Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 mendorong penutupan tempat kerja, pembatasan jam
operasional kantor, pengalihan cara kerja dari rumah (Work From Home), pemberlakuan kegiatan
pembelajaran dari rumah (Distance Learning), pembatasan transportasi umum (kapasitas maksimal
50% dengan jam operasional yang dibatasi), pembatasan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan.
Di dalam kebijakan ini juga diatur pengecualian terhadap beberapa sektor tertentu untuk tetap
dapat menjalankan usahanya secara normal karena perannya untuk menyediakan kebutuhan dasar
penduduk Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 PP tersebut juga diatur mengenai PSBB/pembatasan
terhadap pergerakan orang dan barang yang dapat dilakukan untuk satu provinsi atau kabupaten/
kota tertentu dengan persetujuan Menteri Kesehatan (Kompas.com, 2020).
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Aturan yang baru mengenai PSBB Ini menjadi penting untuk diketahui siapapun, terutama
kelompok minoritas. Selain karena ada aturan sanksi di dalam peraturan-peraturan tersebut, PSBB
juga menentukan cara kelompok minoritas bekerja dan bertahan hidup. Berdasarkan survei yang
telah dilakukan, mayoritas responden (93.3%) mengetahui aturan PSBB.

Grafik 12 Mengetahui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Mengetahui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (n=300)
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Selain aturan mengenai pembatasan pergerakan dan kegiatan, pemerintah juga mengeluarkan
dokumen yang mengatur protokol pemeriksaan dan tindakan kesehatan bagi setiap orang sehat
yang memiliki riwayat perjalanan atau merasa pernah kontak dengan pasien COVID-19. Sedangkan
Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran tentang protokol isolasi diri sendiri dalam
penanganan COVID-19. Mayoritas responden juga merasa mengetahui aturan terkait protokol
pencegahan COVID-19 (97%) dan protokol penanganan COVID-19 (94.7%).

Meskipun pembatasan kegiatan oleh pemerintah harus dilakukan dengan memperhatikan
kebutuhan dasar penduduk, pada implementasinya berbagai macam peraturan ini berpengaruh
secara signifikan terhadap kehidupan komunitas LGBTQ. Terdapat 24% responden yang pernah
dibubarkan kegiatannya dalam 6 bulan terakhir, dengan alasan pandemi COVID-19. Kegiatan yang
dibubarkan antara lain nongkrong atau kegiatan rekreasi (44.4%), kegiatan komunitas LGBTQ (29%),
kegiatan komunitas lainnya (25%), kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan (25%), kegiatan
penyuluhan dan sosialisasi kesehatan (9.7%), dan kegiatan keagamaan (8.3%).
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Grafik 13 Kegiatan yang Dibubarkan dengan Alasan Pandemi COVID-19
Kegiatan yang Dibubarkan dengan Alasan Pandemi COVID-19 (n=72)
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Berdasarkan tingkat risiko COVID-19, persentase kegiatan yang pernah dibubarkan dengan alasan
COVID-19 terjadi hampir merata. Pembubaran kegiatan dialami oleh 30.6% responden di wilayah
risiko tinggi (DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah), 34.7% responden di wilayah risiko sedang (Bali
dan Sulawesi Selatan), dan 34.7% responden di wilayah risiko rendah (Sumatera Utara dan NTT).
Pembubaran kegiatan dengan alasan pandemi COVID-19 ini paling banyak terjadi di Bali (20.8%).

Grafik 14 Alasan Sulit Bepergian dalam 6 Bulan Terakhir
Alasan Sulit Bepergian dalam 6 Bulan Terakhir (n=198)
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Sebagian besar responden (66%) mengaku pernah mengalami kesulitan bepergian karena
pandemi COVID-19. Di antara mereka, 81% merasa takut dan khawatir untuk bepergian, 36% tidak
memiliki biaya untuk bepergian, dan 32% tidak memiliki biaya untuk melakukan rapid test sebagai
persyaratan untuk bepergian. Beberapa alasan lain yang menyebabkan responden sulit bepergian
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seperti banyaknya jalan yang diportal sehingga responden harus mencari jalan lain, pelarangan
bekerja di kantor dan pergi keluar kota oleh perusahaan, tidak ada layanan transportasi yang
tersedia, tidak bisa pergi keluar negeri karena hasil tes menunjukkan positif COVID-19. Responden
juga mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan sebagai akibat dari PSBB. Wilayah dengan responden
yang sulit bepergian karena COVID-19 terbanyak adalah Sulawesi Selatan (21.2%), sedangkan GBQL
adalah kategori responden yang paling banyak (20.8%) mengalami kesulitan bepergian.

Grafik 15 Diusir dari Wilayah Tempat Tinggal dengan Alasan Pandemi COVID-19
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(n=300)
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Terdapat enam responden yang pernah diusir dari wilayah tempat tinggalnya selama masa
pandemi COVID-19. Empat orang tidak bisa membayar kontrakan/kos karena pendapatannya yang
menurun/hilang, sedangkan lainnya diusir karena kontrakan/kosnya dihuni oleh banyak orang.
Terdapat seorang responden yang terpaksa harus pindah dari tempat tinggalnya karena ada orang
lain yang menderita COVID-19 di wilayahnya. Terdapat seorang responden yang diusir dari tempat
tinggalnya karena dianggap positif COVID-19, namun tidak ada responden yang diusir karena
benar-benar menderita COVID-19.

Sebelum pandemi COVID-19, komunitas LGBTQ telah memiliki kerentanan tersendiri dalam isu
tempat tinggal. Pengusiran sering terjadi, baik oleh keluarga maupun oleh pemilik properti di mana
mereka tinggal. Adanya pandemi COVID-19 kemudian memunculkan kerentanan baru. Selain
rentan diusir karena ekspresi dan identitas gendernya, komunitas LGBTQ yang banyak menyewa
kamar maupun mengontrak rumah bisa dipaksa pindah dari tempat tinggalnya jika dianggap
berpotensi positif dan/atau menyebarkan COVID-19. Pembatasan sosial sebagai upaya untuk
mencegah penyebaran COVID-19 juga berdampak pada menurunnya pendapatan dan hilangnya
pekerjaan sehingga mereka kesulitan untuk membayar uang sewa.

Dalam rangka menjaga stabilitas keuangan, pemerintah membuat payung hukum pemberian
bantuan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan yang kemudian disahkan menjadi UU pada bulan Mei 2020. Kebijakan ini berfokus
pada empat hal, salah satunya adalah bantuan sosial (Kompas.com, 2020).
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Grafik 16 Mengetahui Aturan Pemerintah Terkait Bantuan COVID-19

Mengetahui Aturan Pemerintah Terkait Bantuan COVID-19
(n=300)
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Terdapat 26% responden yang tidak mengetahui tentang aturan pemerintah mengenai pemberian
bantuan terkait COVID-19. Responden yang tidak mengetahui tentang bantuan terkait COVID-19 ini
paling banyak berasal dari wilayah Bali (19.2%) dan Sumatera Utara (19.2%). Sedangkan berdasarkan
karakteristik SOGIESC, kelompok transpuan (32%) merupakan kelompok yang paling banyak tidak
tahu tentang bantuan terkait COVID-19.

Di antara responden yang tidak mengetahui aturan pemerintah terkait bantuan COVID-19, lebih
dari setengahnya (57.7%) tidak memperoleh bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Hal
ini menunjukkan pentingnya sosialisasi mengenai bantuan yang disediakan oleh pemerintah,
sehingga masyarakat bisa memahami apakah dirinya termasuk dalam kelompok yang berhak
menerima bantuan. Pengetahuan ini dapat menjadi modal bagi komunitas LGBTQ untuk menuntut
akses bantuan sosial terkait COVID-19.

Grafik 17 Menerima Bantuan COVID-19 dari Pemerintah

Menerima Bantuan COVID-19 dari Pemerintah (n=300)
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Lebih lanjut, 49.7% responden yang menyatakan bahwa mereka menerima bantuan COVID-19 dari
pemerintah. Jika dilihat berdasarkan kategori identitas, kelompok dengan persentase responden
yang menerima bantuan COVID-19 dari pemerintah tertinggi adalah kelompok transpuan (62.4%).
Sedangkan berdasarkan tingkat risiko COVID-19, wilayah dengan tingkat risiko tinggi (DKI Jakarta
dan Kalimantan Tengah mendapatkan bantuan paling banyak (44.3%). Sementara itu, persentase
responden yang mendapatkan bantuan di wilayah dengan risiko sedang sebesar 22.8% dan di
wilayah dengan risiko rendah sebesar 32.9%.

Terkait jenis bantuan, 30% menyatakan bahwa mereka menerima bantuan sembako, diikuti oleh
10.7% yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 10.3% yang menerima bantuan melalui
Program Kartu Prakerja. Program bantuan lainnya yang turut disebutkan adalah bantuan keringanan
bunga KUR dan bantuan untuk UMK dari Pemda DKI Jakarta.

Grafik 18 Jenis Kesulitan dalam Mengakses Bantuan COVID-19 dari Pemerintah

Jenis Kesulitan Responden dalam Mengakses Bantuan COVID-19
dari Pemerintah (n=43)
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Di antara responden yang menerima bantuan COVID-19 dari pemerintah, 28.9% responden
mengaku mengalamikesulitan dalam mengakses bantuantersebut. Jika dilihat berdasarkankategori
SOGIESC, kelompok dengan persentase responden yang mengalami kesulitan dalam mengakses
bantuan pemerintah tertinggi adalah kelompok trans laki-laki (40%). Mayoritas responden yang
merasa kesulitan menyatakan bahwa mereka kerap tidak menerima informasi tentang adanya
bantuantersebut (37.2%), mereka tidak mengetahui cara mendapatkan bantuan (27.9%) atau mereka
tidak dianggap membutuhkan bantuan (27.9%). Alasan lain yang turut muncul adalah kesulitan
mengakses karena alamat yang berbeda dengan KTP, masalah di data kependudukan, serta tidak
terdatanya responden dalam daftar penerima bantuan. Terkait persepsi kebermanfaatan bantuan,
Secara umum, responden yang menerima bantuan COVID-19 dari pemerintah merasa bantuan
tersebut sangat bermanfaat (44.3%) dan bermanfaat (46.3%).

KELOMPOK KERAGAMAN SEKSUAL DAN
GENDER DI TENGAH PUSARAN PANDEMI:
ANTARA KERENTANAN DAN RESILIENSI




Grafik 19 Menerima Bantuan COVID-19 dari Sumber Nonpemerintah
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Selain bantuan yang disediakan oleh pemerintah, ada berbagai macam bantuan yang juga
disediakan oleh pihak selain pemerintah seperti organisasi keagamaan, organisasi kemanusiaan,
LSM, individu filantropis, dsb. Mayoritas responden menerima bantuan dari sumber lain selain
pemerintah (55.7%). Jika dilihat berdasarkan kategori identitas, kelompok dengan persentase
responden yang menerima bantuan COVID-19 dari sumber nonpemerintah tertinggi adalah
kelompok transpuan (80%). Berdasarkan tingkat risiko COVID-19, wilayah dengan tingkat risiko tinggi
(DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah) mendapatkan bantuan nonpemerintah paling sedikit, yakni
sebesar 25.7%. Sedangkan persentase responden yang mendapatkan bantuan nonpemerintah di
wilayah dengan risiko sedang sebesar 43.7% dan di wilayah dengan risiko rendah sebesar 30.5%.
Mayoritas pemberi bantuan adalah organisasi LGBTQ (89.2%), diikuti LSM (24.6%) dan organisasi
lain (6.6%). Ada pula responden yang mendapatkan bantuan dari kantor.

Grafik 20 Jenis Kesulitan Responden Dalam Mengakses Bantuan COVID-19 dari Sumber
Nonpemerintah

Jenis Kesulitan Responden dalam Mengakses Bantuan COVID-19
dari Sumber Nonpemerintah (n=30)
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Bantuan yang datang dari pihak nonpemerintah ini tidak luput dari berbagai kendala. Sebanyak
18.0% responden yang menerima bantuan COVID-19 dari sumber nonpemerintah mengaku
mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan tersebut. Jika dilihat berdasarkan kategori
identitas, kelompok dengan persentase responden yang mengalami kesulitan dalam mengakses
bantuan nonpemerintah tertinggi adalah kelompok trans laki-laki (27.3%). Mayoritas responden
yang merasa kesulitan menyatakan bahwa mereka kerap tidak menerima informasi tentang
adanya bantuan tersebut (56.7%), tidak mengetahui cara mendapatkan bantuan (43.3%) dan tidak
dianggap membutuhkan bantuan (23.3%). Secara umum, responden yang menerima bantuan
COVID-19 dari sumber nonpemerintah merasa bantuan tersebut sangat bermanfaat (671%) dan
bermanfaat (29.9%).

Berbagai macam kesulitan yang dihadapi selama masa pandemi COVID-19 menjadi lebih runyam
dengan adanya diskriminasi yang diterima oleh komunitas LGBTQ, mengingat sebanyak 2,8%
respoden yang menerima bantuan mengaku mengalami diskriminasi (lihat Grafik 18). Survei ini
menanyakan ke mana responden akan meminta tolong jika mereka mengalami diskriminasi hukum
dalam bentuk apapun. Diskriminasi ini dapat berupa kesulitan dalam mengurus dokumen formal,
stigma dan perlakuan tidak nyaman ketika mengakses fasilitas pemerintahan, tertutupnya akses
pada layanan kesehatan, layanan hukum, pendidikan dan pekerjaan, fasilitas publik maupun swasta
menolak memberikan layanan, tidak dipenuhinya hak atas bantuan, kekerasan oleh aparat, dan
berbagai macam diskriminasi hukum lainnya.

Grafik 21 Kepada Siapa Responden akan Meminta Tolong Jika Mengalami Diskriminasi
Hukum dalam Bentuk Apapun

Kepada Siapa Responden akan Meminta Tolong Jika Mengalami
Diskriminasi Hukum dalam Bentuk Apapun (n=300)
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Pasangan [N 17,3%
Aparat pemerintahan dan penegak hukum [N 12,7%
Rekan Kerja [ 7,0%
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Tidak akan meminta tolong kepada siapapun M 2,3%
Lainnya  0,0%
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Sebagian besar responden akan meminta tolong kepada komunitas LGBTQ (40.7%) dan teman
(36%) seandainya mereka mengalami diskriminasi hukum. Di antara tujuh responden yang tidak
akan melapor kepada siapa pun jika mengalami diskriminasi hukum, 42.9% mengaku mereka tidak
tahu bagaimana cara meminta tolong. Sedangkan lainnya memiliki alasan beragam, seperti merasa
malu, takut akan konsekuensi proses hukum lanjutan, dan kekhawatiran akan biaya.

2.3 Dampak COVID-19 dalam Aspek Ekonomi: Bekerja dan
Bertahan Hidup di Tengah Krisis dan Risiko COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia membawa dampak besar terhadap
perekonomian global maupun nasional. Di bidang ekonomi, terdapat berbagai pengaruh di sektor
perdagangan, jasa, ekspor, impor, maupun investasi. Salah satu kebijakan yang diambil sebagai
bentuk penyesuaian terhadap pandemi COVID-19 ini adalah kebijakan terkait PSBB. Walaupun
kebijakan PSBB ini terus diadaptasi seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia,
tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini berdampak secara langsung bagi kehidupan masyarakat
Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha.

Melihat kondisi yang tidak menguntungkan secara finansial bagi pelaku usaha ini, pemerintah
mengeluarkan payung hukum darurat sebagai respons atas kondisi perekonomian nasional
yang disebabkan pandemi COVID-19 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
yang akhirnya disahkan menjadi UU pada bulan Mei 2020. Peraturan ini berfokus pada 4 hal, yaitu
penanganan COVID-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah
(UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan (Kompas.com, 2020). Adanya
penambahan APBN 2020 sebesar sebesar Rp 4051 triliun untuk penanganan COVID-19 diambil
dari realokasi anggaran berbagai sektor lain berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4
Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa
dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan instruksi presiden untuk
memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan di bidang ekonomi yang diberikan untuk masyarakat di antaranya adalah relaksasi
Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM), pembatasan PPN impor, pembebasan PPh 21, pengurangan tarif PPh
perusahaan KITE, penurunan tarif PPh badan 3%, pelipatgandaan program Padat Karya Tunai,
tambahan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam
bulan, pengimplementasian kartu prakerja, maupun pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Walaupun berbagai kebijakan telah dibuat dan diimplementasikan, pandemi COVID-19 tetap
berdampak signifikan hingga mengubah berbagai aspek hidup masyarakat, apalagi kelompok
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rentan seperti komunitas LGBTQ. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk
menjamin kesejahteraan rakyatnya dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar melalui
kebijakan perekonomian yang tepat guna.

2.31Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Pekerjaan,
Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Komunitas LGBTQ

Bagian ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan finansial responden,
khususnya yang terkait dengan pekerjaan, pemasukan dan pengeluaran para anggota komunitas
LGBTQ.

Grafik 22 Kepada Siapa Responden Grafik 23 COVID-19 Berdampak ke
akan Meminta Tolong Jika Mengalami Pekerjaan Responden dalam 6 Bulan
Diskriminasi Hukum dalam Bentuk Apapun  Terakhir

COVID-19 Berdampak ke COVID-19 Berdampak ke
Pekerjaan Responden (untuk Pekerjaan Responden dalam 6
Responden yang Tidak Bekerja) Bulan Terakhir (n=249)
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Kami menanyakan apakah pandemi COVID-19 berdampak terhadap pekerjaan utama yang
dilakukan responden. Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden survei yang saat
ini tidak bekerja mengatakan bahwa saat ini mereka tidak bekerja sebagai akibat dari pandemi
COVID-19 (79%). Begitu pula untuk responden yang saat ini masih bekerja, mayoritas responden
juga mengatakan bahwa mereka terdampak oleh pandemi COVID-19 (88%).
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Grafik 24 Dampak COVID-19 yang Dirasakan terhadap Pekerjaan Responden Terdahulu
(untuk Responden yang Tidak Bekerja)

Dampak COVID-19 yang Dirasakan terhadap Pekerjaan Responden
Terdahulu (untuk Responden yang Tidak Bekerja) (n=105)
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Usaha saya tutup s 17,1%
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Lainnya EEE 3 8%
Saya terkena COVID-19 dan tidak bisa bekerja ~ 0,0%
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Data survei menunjukkan bahwa dampak terbesar COVID-19 terhadap pekerjaan terdahulu
responden adalah diberhentikannya responden dari pekerjaan yang dilakukannya. Sebanyak 29
orang responden (276%) mengatakan hal tersebut. Berbagai kebijakan pembatasan terhadap
sektor usaha membuat banyak perusahaan mengurangi kegiatan produksi bahkan menutup
usahanya sehingga membuat terjadinya PHK besar-besaran, yang juga berdampak secara langsung
terhadap 27.6% responden yang saat penelitian dilakukan tidak bekerja.

Dalam studi CRM (2020) juga disebutkan bahwa kehilangan pekerjaan menjadi salah satu dampak
langsung dari pandemi COVID-19 terhadap komunitas LGBTQ di Indonesia (CRM, 2020). Survei
KSM menunjukkan bahwa sekitar 74% responden LGBTQ kehilangan pekerjaannya akibat pandemi
COVID-19. Hal ini memicu kecemasan akibat ‘ketakutan tidak dapat bekerja’ dan ‘tidak dapat
memenuhi kebutuhan sehari’ yang dialami oleh sekitar 22% responden (CRM, 2020). Laporan
dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) menunjukkan pola yang serupa, bahwa terdapat
individu LGBTQ vyang terpaksa mengambil ‘cuti yang tidak dibayar’ dan bahkan di-PHK oleh
perusahaan tempat mereka bekerja (SEJUK, 2020).

Lebih lanjut, terdapat pula 24 responden tidak dapat bekerja karena adanya aturan mengenai
PSBB (22.9%), sebuah kebijakan pembatasan yang mirip ada negara-negara lainnya. Sri Mulyani
mengatakan bahwa PSBB mulai dilakukan sejak awal Maret lalu sehingga perekonomian langsung
terkontraksi. Pada kuartal 11-2020, perekonomian terkontraksi hingga minus 5,32% (cnbcindonesia.
com, 2020). la menambahkan bahwa pertumbuhan negatif ini menggambarkan aktivitas ekonomi,
baik dari sisi permintaan (konsumsi, investasi, ekspor bahkan kegiatan pemerintah) mengalami
penurunan dan dari sisi produksi (sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, jasa
keuangan) mengalami penurunan yang sangat tajam (cnbcindonesia.com, 2020).
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Terdapat juga 18 orang responden yang tidak bisa bekerja karena usahanya tutup atau tempat di
mana mereka bekerja akhirnya harus tutup (171%). Hasil Survei UNDP Indonesia, seperti dilansir oleh
Merdeka.com pada 21 Januari 2021 mencatat bahwa UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dari
sisi keuangan selama masa pandemi COVID-19 sehingga banyak yang kesulitan dalamn membayar
biaya sewa tempat usaha (merdeka.com, 2021). Dampak lainnya yang dirasakan responden adalah
kesulitan untuk mencari pekerjaan dan proyek pekerjaan mereka ada yang ditunda. Responden
di Bali mengalami paling banyak PHK, yaitu 7 orang (24.1%), sedangkan berdasarkan kategori
SOGIESC, baik GBQL maupun LBQP menjadi 2 kelompok mayoritas yang mengaku mengalami
PHK, sebesar masing-masing 11 responden (37.9%). Dilihat dari tingkat risiko COVID-19, responden
yang mengalami PHK terbesar berada di wilayah dengan tingkat risiko COVID-19 sedang (41.4%),
rendah (31.0%), dan tinggi (27.6%) sehingga tidak ditemukan hubungan secara langsung antara
responden yang mengalami PHK dengan persebaran wilayah dengan tingkat risiko COVID-19
tertentu.

Grafik 25 Dampak COVID-19 yang Dirasakan terkait Pekerjaan Responden dalam 6 Bulan
Terakhir

Dampak COVID-19 yang Dirasakan terkait Pekerjaan Responden
dalam 6 Bulan Terakhir (n=219)
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Pandemi COVID-19 terbukti juga berpengaruh terhadap responden yang saat ini masih bekerja.
Lebih dari 60% responden yang saat ini masih bekerja mengatakan bahwa pendapatan mereka
berkurang sebagai dampak pandemi COVID-19. Survei Sosial Demografi yang dilakukan BPS (2020)
menyebutkan bahwa masyarakat miskin, rentan miskin, dan mereka yang bekerja di sektor informal
adalah pihak yang paling terdampak pandemi. Hal ini ditandai dengan penurunan pendapatan
mayoritas responden yang berpenghasilan < Rp 1.800.000,- (70.53%) (BPS, 2020). Hal ini sejalan
dengan hasil survei ini dimana responden yang pendapatannya terdampak karena menurun adalah
mereka yang bekerja di sektor informal, yaitu kecantikan sebanyak 31 responden (27%) dan bidang
perdagangan sebanyak 15 responden (13%). Penurunan pendapatan juga dirasakan oleh mereka
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yang berpendapatan di bawah Rp 3.000.000,-. Responden yang mengalami pendapatan yang
berkurang mayoritas memiliki pendapatan di bawah Rp 1.000.000,- dan (43.8%), diikuti responden
yang memiliki pendapatan Rp 1.000.001 hingga Rp 3.000.000,- (39.0)%.

Jika dilihat dari pendapatan, terdapat 1 responden (100%) yang mengatakan tidak mendapat
pendapatan sama sekali dan 17 responden (36.1%) yang memiliki pendapatan di bawah Rp
1.000.000; kesemuanya bekerja di sektor kecantikan. ayoritas responden yang berpenghasilan
antara Rp 1.001.000-Rp 3.000.000 (20.2%) dan Rp 3.000.001-Rp 5.000.000 (45.5%) sama-sama
bekerja di sektor kesehatan.

Selain PHK dan pengurangan gaiji, ada dampak-dampak ekonomi lainnya. Terdapat 37% responden
yang mengatakan bahwa omset usahanya mengalami penurunan. Terdapat responden yang
mengatakan bahwa mereka harus tetap masuk kerja (WFQ), adanya beban kerja semakin
bertambah berat, gaji tidak naik dan sering terlambat dibayar, adanya kesulitan untuk menemui
klien, dan usaha salon sepi pelanggan. Kelompok responden mayoritas yang mengalami usaha
tutup adalah trans laki-laki (44.4%). Kelompok yang mengatakan omset usaha mereka menurun
mayoritas berasal dari transpuan dengan persentase sebesar 35.8%.

Tabel 5 Pendapatan Responden berbanding dengan Kategori SOGIESC (n=300)

Kategori SOGIESC

Pendapatan

(n=300) LBQP Trans laki-laki ~ Transpuan

Di atas 10.000.000 4,9% 14% 16% 0,0% 20%
Rp 5000001 ] : : ] ]
“Rp10.000.000, 8,5% 4,3% 31% 2,4% 47%
Rp 3.000.001 ] ) ) ] ]
'Rp5.000.000, 14,6% 13.0% 78% 141% 12.7%
Rp1.000.001 ] : : ) ]
3000000 30,5% 42.0% 34,4% 32.9% 34.7%
Dibawah 378% 23.2% 45,3% 45,9% 38,3%
Rp 1.000.000 8% 2% 3% 9% 3%
Tidak ada o . . i ]
pendapatan 37% 15,9% 78% 47% 77%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 38.3% responden mengatakan bahwa pendapatan
per bulan mereka dalam kurun waktu 6 bulan terakhir rata-rata di bawah Rp 1.000.000 dan 34.7%
responden memiliki pendapatan rata-rata antara Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000. Dengan
demikian, 73.0% responden yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp 3.000.000. Hanya
terdapat 2% responden yang mengatakan memiliki pendapatan rata-rata di atas Rp 10.000.000
per bulan.
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Dilihat berdasarkan kategori SOGIESC, pendapatan di bawah Rp 1.000.000 mayoritas dimiliki oleh
kelompok GBQL (37.8%), trans laki-laki (45.3%), dan transpuan (45.9%). Sementara itu, pendapatan
sebesar Rp 1.000.001-3.000.000 dimiliki oleh mayoritas responden dari kelompok LBQP (42.0%).
Responden dengan lulusan SD memiliki pendapatan mayoritas yang seimbang antara di bawah Rp
1.000.000 dan antara Rp 1.000.001-3.000.000 (41.7%). Lulusan SMP/MTS dan SMA/MA mayoritas
memiliki pendapatan di rentang yang sama, yaitu di bawah Rp 1.000.000 (411% dan 571%). Lulusan
universitas memiliki penghasilan mayoritas paling baik diantara kelompok lulusan sekolah formal
lainnya, dengan 33% untuk pendapatan sebesar Rp 1.000.001-3.000.000.

Responden tanpa pendapatan atau dengan pendapatan Rp1.000.000 hingga Rp 10.000.000,-
rata-rata memiliki tanggungan ekonomi antara 2-3 orang. Sementara itu, responden dengan
pendapatan yang lebih tinggi (di atas Rp 10.000.000) memiliki sebaran tanggungan ekonomi
yang lebih variatif, yaitu masing-masing 33.3% untuk tanggungan 1 orang (diri sendiri), 2-3 orang
dan lebih dari 5 orang. Responden dengan pendapatan menengah ke bawah (di bawah Rp.
1.000.000 hingga Rp.3.000.000), cenderung memiliki tanggungan ekonomi yang lebih banyak
dibandingkan dengan responden dengan pendapatan menengah ke atas (Rp.3.000.001 hingga di
atas Rp.10.000.000).

Grafik 26 Pandemi COVID-19 Berpengaruh terhadap Pendapatan Responden dalam 6 Bulan
Terakhir

Pandemi COVID-19 Berpengaruh terhadap Pendapatan
Responden dalam 6 Bulan Terakhir (n=266)
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Sebagian besar responden (88.7%) mengatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap
pendapatan yang mereka terima selama enam bulan terakhir. Lebih dari 80% responden
mengatakan bahwa pendapatan mereka berkurang dengan variasi antara 1/4 hingga lebih dari 1/2
pendapatan awal. Terdapat 11.7% responden yang mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh
pendapatan sama sekali karena pandemi COVID-19. Hal ini juga sejalan dengan hasil riset JTID yang
menunjukkan adanya penurunan penghasilan secara mayoritas pada responden transgender, baik
pada kelompok transpuan maupun trans laki-laki (JTID, 2020).
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Walaupun mayoritas responden mengatakan bahwa mereka merasa pendapatan yang diterimanya
berkurang karena kondisi pandemi COVID-19 ini, terdapat 0.4% responden yang mengatakan
mengalami kenaikan pendapatan selama pandemi COVID-19 dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Jika dilihat berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2020, garis kemiskinan per rumah tangga
miskin secara rata-rata adalah mereka yang menerima pendapatan sebesar Rp2.118.678,/rumah
tangga miskin/bulan. Jika dibandingkan dengan responden penelitian ini, hanya terdapat 27% yang
memiliki pendapatan di atas Rp 3.000.000,- yang berada di atas standar garis kemiskinan menurut
BPS ini, sedangkan 63% sisanya berpendapatan < Rp 3.000.000,-.

Grafik 27 Rata-rata Pengeluaran Per Bulan Responden selama 6 Bulan Terakhir

Rata-rata Pengeluaran Per Bulan Responden selama 6 Bulan
Terakhir (n=300)
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Grafik di atas memperlihatkan rata-rata pengeluaran responden per bulan selama enam bulan
terakhir. Mayoritas pengeluaran responden berada di antara rentang pendapatan Rp 1.000.001
hingga Rp 3.000.000 (53.7%) dan di bawah Rp 1.000.000 (25.7%). Terdapat 1% responden yang
mengatakan tidak ada pengeluaran (baik karena tidak ada pemasukan atau karena ditanggung
hidupnya oleh pihak lain). Di antara seluruh responden, terdapat 38.7% responden yang memiliki
pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya.

Tidak hanya pendapatan, menurut responden, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap
pengeluaran mereka. Mayoritas responden (90%) mengatakan bahwa pandemi COVID-19
berpengaruh terhadap pengeluaran responden selama 6 bulan terakhir. Selama pandemi,
pengeluaran responden selama 6 bulan terakhir justru bertambah (73.3%).
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2.3.2 Akses dan Kesempatan Meminjam bagi Anggota
Komunitas LGBTQ di Masa Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap kehidupan finansial masyarakat Indonesia
pada umumnya dan komunitas LGBTQ pada khususnya membuat tidak sedikit dari mereka yang
akhirnya membutuhkan pinjaman karena tidak ada atau berkurang pendapatannya sehinga mereka
tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan usaha. Survei UNDP Indonesia terhadap
1100 UMKM di 15 provinsi di Indonesia dengan komposisi 60% dari Pulau Jawa dan 40% dari Pulau
luar Jawa pada bulan Agustus 2020 menunjukkan bahwa pemilik UMKM perempuan umumnya
menghadapi persoalan pembayaran utang, sementara pemilik usaha laki-laki lebih kesulitan
membayar biaya tetap rental sewa tempat (merdeka.com, 2021).

Dalam bagian ini, akses dan kesempatan untuk meminjam uang serta kemampuan mengembalikan
pinjaman yang dilakukan anggota komunitas LGBTQ dibahas dengan metode analisis silang dengan
variabel lain, seperti kategori SOGIESC, wilayah penelitian, tingkat risiko COVID-19, pendapatan,
tingkat pendidikan maupun tabungan responden.

Grafik 28 Responden Memiliki Kesempatan/Akses untuk Meminjam Uang selama Enam
Bulan Terakhir

Responden Memiliki Kesempatan/Akses untuk
Meminjam Uang selama Enam Bulan Terakhir
(n=300)
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Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden (64%) responden mengatakan mereka tidak
memiliki akses/kesempatan untuk meminjam uang selama 6 bulan terakhir. Sebesar 75% responden
mengatakan bahwa saat ini mereka masih meminjam uang. Kesempatan/akses meminjam uang
mayoritas dilakukan/dimiliki oleh responden dengan pendapatan antara Rp 1.000.001-3.000.000.
Namun, tidak ditemukan korelasi langsung antara kesulitan responden dalam mengembalikan
pinjaman dengan tingkat pendapatan responden karena kesulitan mengembalikan pinjaman
dirasakan merata oleh responden yang berpendapatan antara di bawah Rp 1.000.000 hingga Rp
10.000.000.
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Akses/kesempatan meminjam ini ternyata tidak dipengaruhi oleh kategori SOGIESC tertentu
karena berdasarkan hasil survei, seluruh kelompok baik GBQL, LBQP, transpuan dan trans laki-
laki memiliki kesempatan yang setara untuk meminjam uang. Berdasarkan tingkat pendidikan,
responden yang tidak meminjam terbesar adalah lulusan SMA/MA (53.6%) dan lulusan universitas
(26.6%). Berdasarkan tingkat risiko COVID-19, responden terbesar yang memiliki akses/kesempatan
untuk meminjam justru berada di wilayah dengan tingkat risiko COVID-19 rendah (36.1%).

Pandemi COVID-19 menjadi alasan terbesar meminjam uang, sebagaimana yang disebutkan oleh
hampir 90% responden. Trans laki-laki adalah kelompok responden yang saat ini masih memiliki
pinjaman tertinggi (29.6%), sedangkan wilayah Sumatera Utara dan NTT menjadi 2 wilayah dengan
responden mayoritas yang saat ini masih memiliki pinjaman uang (19.8%). Dilihat dari sebaran
wilayah dengan variasi tingkat risiko COVID-19, responden yang masih memiliki pinjaman terbesar
berada diwilayah dengan tingkat risiko COVID-19 rendah (39.5%), sedang (33.3%), dan tinggi (27.2%).

Grafik 29 Sumber Pinjaman Responden

Sumber Pinjaman Responden (n=108)

Teman EEEmmmm———————————————————" 63,9%
Koperasi s 27,8%
Saudara IS 27,8%
Pinjaman Online s 11,1%
Bank I 10,2%
Orang tua M 10,2%
Tengkulak B 4,6%
Kantor/tempatkerja m 3,7%
Lainnya 9 2,8%
LSM ™ 1,9%

0,0% 10,0%  20,0% 30,0%  40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Kuesioner juga menanyakan dari mana sumber pinjaman responden. Sumber pinjaman terbesar
adalah teman (63.9%), tapi tidak sedikit juga dari responden yang meminjam dari koperasi dan
saudara mereka (masing-masing sebesar 27.8%). Pinjaman online (pinjol) dan tengkulak juga
terbukti masih menjadi pilihan (111% dan 4.6%) responden. Sumber lainnya adalah atasan, tetangga
dan pegadaian. Untuk responden yang saat penelitian dilakukan masih memiliki pinjaman, terdapat
40 responden yang masih meminjam dari teman mereka (49.4%), 25 orang dari koperasi (30.9%)
dan 16 orang dari saudara mereka (19.8%). Pinjol sebagai pinjaman yang mudah diakses namun
berbunga tinggi juga diakses oleh 12 responden karena faktor kemudahan dalam mengaksesnya
(13.6%). Walaupun mudah diakses, pinjol cukup berbahaya karena adanya bunga, fee dan denda
yang tinggi. Selain itu, ada praktik pinjol ilegal yang melakukan penyebaran data pribadi, pelecehan,
teror intimidasi kepada nomor kontak yang diberikan pada saat meminjam terhadap nasabah
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yang tidak mampu membayarkan pinjaman/bunga/denda. Data Kompas (2020) menunjukkan
setidaknya terdapat 2.591 pinjol ilegal yang sudah dihentikan oleh OJK hingga saat ini.

Kelompok dengan mayoritas responden yang meminjam uang ke teman adalah kelompok LBQP
(21 0orang/30.4%), yang meminjam ke koperasi mayoritas adalah trans laki-laki (11 orang/36.7%), yang
mengakses pinjol mayoritas adalah kelompok GBQL dan trans laki-laki (4 orang/33.3%), dan yang
mengakses pinjaman ke tengkulak mayoritas adalah transpuan (4 orang/80.0%). Seperti halnya
pinjol, peminjaman pada tengkulak/rentenir juga membahayakan karena bunga/denda yang tinggi,
khususnya bagi para pemilik usaha. Pendapatan/omset usaha yang menurun membuat tidak
sedikit pelaku usaha yang juga membutuhkan tambahan modal sebagai pinjaman. Pinjaman pada
koperasi/bank ataupun pinjol yang membutuhkan berbagai dokumen administrasi pendukung
kadang menyulitkan sebagian anggota komunitas LGBTQ seperti transpuan yang tidak memiliki
identitas yang lengkap seperti KTP ataupun KK.

Mayoritas responden juga mengaku kesulitan dalam pengembalian pinjaman mereka (68.4%) dan
hanya 18.4% responden yang mengatakan tidak mengalami kesulitan. Kesulitan mengembalikan
pinjaman sangat mungkin terjadi, khususnya bagi responden yang meminjam uang karena
kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Pengeluaran mereka yang tetap,
bahkan cenderung naik seperti dijelaskan di bagian sebelumnya ini membuat mayoritas responden
merasa kesulitan untuk mengembalikan pinjaman mereka. Terlebih bagi, ada responden yang
meminjam untuk menutupi pinjaman mereka di tempat lainnya. Hal ini memperlihatkan stimulus
dari pemerintah, baik dalam bentuk pemberian bantuan dana, sembako dan stimulus lainnya
untuk pelaku usaha sangat penting, terutama untuk komunitas LGBTQ yang rentan dan sangat
terdampak.

Grafik 30 Responden Memiliki Kesulitan dalam Mengembalikan Pinjaman

Responden Memiliki Kesulitan dalam Mengembalikan
Pinjaman (n=98)
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Sebesar 83.7% responden mengaku tidak memiliki cukup tabungan untuk membiayai kebutuhan
hidupnya selama pandemi COVID-19 ini. Hal ini cukup mengkhawatirkan di tengah kondisi pandemi
COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Kepemilikan tabungan menjadi salah
satu elemen untuk mengukur kesehatan kondisi finansial seseorang, di samping kepemilikan utang
dan investasi.
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Tabel 6 Pendapatan Responden berbanding dengan Kepemilikan Tabungan (n=300)

Kepemilikan Tabungan

Pendapatan Tidak Memiliki Memiliki

Tabungan Tabungan
Di atas 10.000.000 0,4% 10,2% 2,0%
Rp 5.000.001-Rp10.000.000, 2,0% 18,4% 4,7%
Rp 3.000.001-Rp5.000.000, 10,4% 24,5% 12,7%
Rp1.000.001-3.000.000 36,7% 24,5% 34,7%
Di bawah Rp 1.000.000 42,2% 18,4% 38,3%
Tidak ada pendapatan 8,4% 41% 77%

100,0% 100,0% 100,0%

Berdasarkan tabel 6, kelompok mayoritas responden yang tidak memiliki tabungan adalah mereka
yang memiliki pendapatan dibawah Rp 1.000.000 (42.2%), diikuti oleh kelompok responden dengan
rentang pendapatan antara Rp 1.000.001 hingga Rp 3.000.000. Terdapat 4.1% responden yang
tidak memiliki pendapatan sama sekali dan mengandalkan hidup dari tabungan yang dimilikinya.

Grafik 31 Berapa Lama Responden bisa Bertahan dengan Uang Tabungannya

Berapa Lama Responden bisa Bertahan dengan Uang
Tabungannya (n=49)
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Bagi responden yang memiliki tabungan, 15 responden (30.6%) mengatakan bahwa tabungan
mereka cukup untuk membiayai hidup selama 2-3 bulan. Terdapat masing-masing 10 responden
(20.4%) yang mengatakan bahwa tabungan mereka cukup untuk biaya hidup selama 4-6 bulan dan
1 bulan saja. Dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana ekonomi mengalami perlambatan, dana
darurat yang disiapkan idealnya cukup untuk kebutuhan hidup selama 6-12 bulan. Namun hanya
18.3% responden (4 orang) yang memiliki dana darurat yang ideal> 7 bulan. Tabungan ini menjadi
hal yang penting dimiliki di kondisi krisis finansial karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan
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karena berfungsi sebagai dana darurat. Dalam beberapa kasus di mana responden terkena PHK,
dana darurat ini dapat digunakan untuk membiayai hidup mereka selagi mereka mencari pekerjaan
baru. Namun untuk responden yang tidak memiliki dana darurat tersebut, kemungkinan untuk
meminjam akan menjadi lebih tinggi.

Lebih lanjut, terdapat sebesar 47% responden mengatakan bahwa mereka kehilangan pendapatan
karena pandemi COVID-19 ini dan 34% bahkan mengatakan kehilangan pendapatan dan aset.
Terdapat pula 10% menjawab bahwa mereka kehilangan aset (baik barang ataupun tabungan).
Hanya terdapat 9% responden yang mengatakan bahwa mereka tidak merasa kehilangan apa-
apa. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden komunitas LGBTQ di keenam wilayah studi
(91%) merasakan dampak langsung pandemi COVID-19 dalam bentuk kehilangan sesuatu, baik
pendapatan, barang, maupun tabungan.

2.3.3 Dapatkah Komunitas LGBTQ Bertahan Hidup dalam
Kondisi Pandemi COVID-19?

Bagian akhir dari analisis sektor ekonomi ini membahas kondisi kebertahanan anggota komunitas
LGBTQ selama masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi pandemi COVID-19 sudah berlangsung sejak
bulan Maret 2020 dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Dalam bagian ini dibahas hal-
hal yang dilakukan responden untuk dapat bertahan hidup, keyakinan mereka untuk bangkit,
dan kemampuan mereka untuk melanjutkan hidup di kemudian hari selama pandemi COVID-19
berlangsung.

Grafik 32 Cara Bertahan Hidup Responden dalam Kondisi Pandemi COVID-19

Cara Bertahan Hidup Responden dalam Kondisi Pandemi COVID-19
(n=300)
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Dalam masa pandemi COVID-19 ini, responden berusaha bertahan hidup dengan segala cara. Cara
bertahan hidup utama adalah membeli barang yang lebih murah (41%). Bantuan dari pemerintah/
pihak lain juga menjadi sangat berharga, khususnya untuk 29.7% responden. Hal ini seharusnya
menjadi sinyal bagi pemerintah untuk tetap memberikan bantuan/stimulus bagi komunitas LGBTQ
yang disebutkan dalam laporan UN sebagai bagian dari kelompok yang termiskin dan paling rentan
dan paling terdampak oleh kondisi pandemi ini (UN Independent Expert on Sexual Orientation &
Gender Identity, 2020).

Meminjam uang dan menjual barang juga terpaksa harus dilakukan sebagian responden karena
kondisi pandemi COVID-19 ini. Terdapat 33 orang responden (11%) yang terpaksa harus pulang
ke rumah keluarga sebagai strategi mereka untuk dapat bertahan hidup dalam masa pandemi
COVID-19 ini. Hal tersebut tidak mudah dilakukan, khususnya bagi komunitas LGBTQ yang memilih
untuk keluar dari rumah orang tua mereka. Enam persen responden bahkan harus bertahan hidup
dengan menumpang makan/hidup ditempat orang lain. Beberapa responden yang memiliki usaha
bahkan mengatakan bahwa mereka harus mengurangi nilai jual usaha. Inovasi juga dilakukan oleh
responden yang memiliki usaha salon di masa pandemi ini dengan melakukan salon keliling ke
rumah-rumah pelanggan. Terdapat responden yang mengaku menggantungkan hidup pada
pasangan, menggadaikan barang, mengurangi pengeluaran yang kurang penting, maupun menjadi
pekerja seks. Menjadi pekerja seks merupakan pilihan berisiko karena masih buruknya stigma yang
melekat terhadap pekerjaan ini dan kemungkinan keterpaparan virus yang lebih tinggi.

Mayoritas responden yang mengatakan bertahan hidup dengan membeli barang yang lebih murah
berpendapatan di bawah Rp 1.000.000 (42.3%). Kelompok LBQP menjadi kelompok mayoritas
yang berupaya bertahan hidup dengan pulang ke rumah mereka (36.4%), walaupun terdapat pula
24.2% transpuan juga yang melakukan hal yang sama.

Tabel 7 Kategori SOGIESC Responden berbanding Kemampuan untuk Bangkit secara
Ekonomi (n=300)

Kemampuan Responden untuk Bangkit/Pulih

Kategori Saya tidak
SOGIESC Blsg,eTjrrrT]wn Pulih/bangkit ter::izrr?\?ak Tidak bisa_

sepenuhnya sepenuhnya secara sama sekali

finansial

GBQL 26,6% 50,0% 53,8% 231% 273%
LBQP 21,5% 0,0% 15,4% 32,7% 23,0%
Trans laki-laki 21,5% 0,0% 77% 25,0% 21,3%
Transpuan 30,5% 50,0% 231% 19,2% 28,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Survei dampak COVID-19 terhadap kehidupan komunitas LGBTQ menunjukkan bahwa mayoritas
responden (77.7%) mengatakan bahwa mereka bisa bangkit dari kondisi keterpurukan ekonomi
(secara global maupun dalam lingkup personal) namun belum sepenuhnya. Sebesar 17.3%
mengatakan tidak bisa bangkit sama sekali dari kondisi tersebut. Kelompok LBQP adalah kelompok
responden mayoritas yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa bangkit sama sekali (32.7%)
sedangkan kelompok transpuan menjadi kelompok dengan responden mayoritas yang mengaku
bisa bangkit walaupun belum sepenuhnya (30.5%). Kondisi keterpurukan ekonomi yang dialami
oleh kelompok LBQP ini didukung oleh kondisi pendapatan mereka yang mayoritas berada di
rentang antara Rp 1.000.001 hingga Rp 3.000.000 (42%). Dengan pendapatan tersebut, mayoritas
responden LBQP juga mempunyai tanggungan yang relatif besar, yaitu 4-5 orang (31.8%). Kondisi
tersebut juga yang akhirnya membuat mayoritas kelompok LBQP ini meminjam uang. Mereka
menempati posisi dengan persentase tertinggi untuk peminjaman uang kepada teman (30.4%),
dibanding kategori SOGIESC lainnya.

Bagi responden yang usahanya tutup, 13 orang di antaranya (72.2%) mengatakan saat ini bisa
bangkit walaupun belum sepenuhnya. Dilihat dari tingkat risiko COVID-19, persentase terbesar
responden yang merasa tidak bisa bangkit sama sekali berada di wilayah dengan tingkat risiko
COVID-19 sedang (38.5%), diikuti tingkat risiko tinggi (23.1%) dan tingkat risiko rendah (15.4%).

2.4 Sektor Sosial dan Dampak Pandemi GOVID-19 terhadap
Kenidupan Komunitas LGBTQ: Ragam Kerentanan dan
Kekerasan di Tengah Situasi Pandemi GOVID-19

Pandemi COVID-19 memberi pukulan keras bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya mereka
yang paling miskin dan paling rentan (UN Independent Expert on Sexual Orientation & Gender
Identity, 2020). Di bidang sosial, perubahan lanskap interaksi dan kebijakan sebagai respon
terhadap pandemi berpotensi menciptakan ruang-ruang kerentanan baru, serta mengeskalasi
potensi kerentanan yang sudah ada bagi komunitas LGBTQ. Secara struktural, implementasi
kebijakan PSBB, misalnya, membatasi kapasitas berjejaring komunitas LGBTQ dan, dalam beberapa
kasus, mengisolasi individu-individu LGBTQ yang tidak memiliki akses terhadap moda komunikasi
berbasis teknologi (smartphone, internet, dan sebagainya) serta jejaringnya. Kebijakan yang sama
juga berpotensi meningkatkan kerentanan komunitas LGBTQ terhadap ragam jenis kekerasan
yang dilakukan oleh orang-orang terdekat: mereka yang tinggal bersama individu LGBTQ. Tidak
hanya itu, kebijakan di level struktural terkait distribusi program bantuan COVID-19 - mulai dari
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program-program lainnya
- ternyata relatif tidak tersosialisasi dengan baik kepada komunitas LGBTQ sehingga mereka kerap
tereksklusi dari akses terhadap bantuan COVID-19.
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Secara kultural, stigma negatif yang dilekatkan pada komunitas LGBTQ turut memengaruhi derajat
kerentanan mereka di tengah situasi pandemi COVID-19. Rangkaian diskriminasi yang dialami oleh
komunitas LGBTQ sejak kondisi pra-pandemi masih terus berlanjut, dan dalam beberapa kasus,
membuat posisi komunitas LGBTQ semakin rentan di tengah situasi pandemi. Individu LGBTQ
yang menjadi korban kekerasan di masa pandemi, misalnya, relatif tidak pernah melaporkan kasus
kekerasan yang mereka alami karena takut distigma; dan hal ini secara efektif menempatkan
mereka ke dalam posisi kerentanan yang berlapis. Aspek kultural juga turut berperan dalam
membentuk persepsi komunitas LGBTQ terhadap ragam jenis kekerasan yang mereka alami.
Individu LGBTQ kerap menganggap beberapa jenis kekerasan, seperti kekerasan emosional dan
ekonomi, yang dilakukan oleh orang terdekat sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini tentu menjadi
polemik tersendiri dalam skema peningkatan kesadaran komunitas LGBTQ atas bahaya kekerasan,
sekaligus menempatkan mereka dalam posisi kerentanan berlapis.

Menyoal dampak sosial pandemi COVID-19 terhadap kehidupan komunitas LGBTQ, hingga
saat ini belum ada kebijakan penanggulangan COVID-19 yang secara spesifik menargetkan
komunitas LGBTQ. Upaya penanggulangan COVID-19 yang digagas oleh pemerintah relatif
fokus pada aspek kesehatan dan ekonomi secara umum. Terlepas dari bentuk dan implementasi
kebijakan penanggulangan COVID-19 yang diambil oleh pemerintah, berbagai jenis kekerasan
fisik dan nonfisik, praktik diskriminasi, serta stigma negatif nyatanya masih hadir dan menghantui
komunitas LGBTQ di tengah pandemi COVID-19 (CRM, 2020) - sebuah kondisi yang tentunya
memerlukan perhatian khusus dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Bagian ini akan membahas
lebih lanjut tentang pola kekerasan yang dialami di tengah situasi pandemi, derajat kecemasan
dan pola interaksi sosial, serta akses komunitas terhadap layanan kesehatan di masa pandemi,
untuk memberikan gambaran terkait dampak sosial pandemi COVID-19 terhadap kehidupan dan
kerentanan komunitas LGBTQ.

2.4.1 Pandemi COVID-19 dan Kekerasan terhadap komunitas
LGBTQ

Dalam penelitian ini, kekerasan didefinisikan sebagai “penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan
secarasadar, baik berupaancaman maupun tindakan langsung, terhadap diri sendiriatau orang lain,
atau terhadap kelompok maupun komunitas, yang menyebabkan, atau berpotensi menyebabkan
luka, kematian, dampak psikologis, gangguan pertumbuhan serta kehilangan dalam bentuk
lain” (WHO dalam Rutherford dkk., 2007). Lebih lanjut, WHO membagi ragam jenis kekerasan ke
dalam 4 kategori berbeda: 1) Kekerasan Fisik; 2) Kekerasan Psikologis; 3) Kekerasan Seksual; dan
4) Kekerasan Perampasan atau Pengabaian yang dalam penelitian ini didefinisikan ulang sebagai
‘Kekerasan Ekonomi’. Hasil survei terhadap 300 responden dari komunitas LGBTQ yang tersebar
di 6 wilayah menunjukkan pola-pola terkait prevalensi ragam jenis kekerasan yang mereka alami
selama masa pandemi (6 bulan terakhir), yang akan dijelaskan melalui uraian berikut:

KELOMPOK KERAGAMAN SEKSUAL DAN
GENDER DI TENGAH PUSARAN PANDEMI:
ANTARA KERENTANAN DAN RESILIENSI



a. Kekerasan Fisik

Tabel 8 Prevalensi Kekerasan Fisik dalam 6 Bulan Terakhir berbading Kategori SOGIESC
Responden (n=300)

Mengalami Kategori SOGIESC

kekerasan fisik

?;J:I?;\i? (?123380) LBQP LaTkrﬁEaski Transpuan

Ya 8.5% 5.8% 0.0% 59% 5.3%
Tidak 91.5% 94.2% 100.0% 92.9% 94.3%
Saya tidak tahu 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Berdasarkan hasil survei, 16 responden (5.3%) menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik dalam
enam bulan terakhir. Jika dilihat berdasarkan kategori identitas, kelompok dengan persentase
responden yang mengalami kekerasan fisik tertinggi dalam enam bulan terakhir adalah kelompok
Gay, Biseksual dan Queer Laki-Laki (GBQL) dengan persentase 8.5% (7 responden); sedangkan
kelompok dengan persentase responden yang mengalami kekerasan fisik terendah dalam enam
bulan terakhir adalah kelompok trans laki-laki dengan persentase O0%. Berdasarkan pembagian
wilayah, Sumatera Utara menjadi daerah dengan persentase responden penyintas kekerasan fisik
tertinggi, yaitu 10% (5 responden). Ketika dibandingkan dengan pembagian wilayah berdasarkan
risiko COVID-19, tidak terlihat adanya hubungan yang signifikan antara prevalensi kekerasan fisik
dan kelompok wilayah berbasis risiko COVID-19.
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Lebih lanjut, dari responden yang menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik selama enam
bulan terakhir, 7 (44%) pelaku kekerasan adalah pasangannya sendiri, diikuti 6 (38%) pelaku anggota
keluarga intinya. Dengan demikian, mayoritas pelaku kekerasan fisik yang tercatat adalah orang
dekat responden.

Seluruh responden yang mengalami kekerasan fisik selama enam bulan terakhir (16) tidak
melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib. Alasan mereka tidak melapor ke pihak berwajib
adalah karena mereka tidak berani melapor (37.5% atau 6 responden), merasa tidak perlu melapor
(375% atau 6 responden), dan merasa malu jika melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib
(81.2% atau 5 responden). Alasan lain yang turut disebutkan responden adalah: 1) Karena pelaku
merupakan saudara kandung; dan 2) Responden takut jika pelaku akan melakukan retaliasi pasca
pelaporan kasus kekerasan tersebut. Jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa responden relatif
merasa keamanannya akan terancam jika melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.
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Dari total 16 responden yang mengalami kekerasan fisik selama enam bulan terakhir, 6 responden
(31.3%) menyatakan bahwa ketika menjadi korban kekerasan fisik, pihak yang mereka hubungi
pertama kali untuk meminta bantuan adalah teman, diikuti oleh 4 responden (25%) yang menjawab
komunitas LGBTQ+ dan 2 responden (12.5%) yang menjawab keluarga inti (ayah, ibu, saudara
kandung). Ketika diminta membandingkan intensitas kekerasan fisik yang dialami sebelum dan
sesudah pandemi, 50% responden (8) menyatakan bahwa tidak ada peningkatan intensitas
kekerasan sedangkan 50% lainnya (8) menyatakan bahwa ada peningkatan.
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Bagiresponden yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik dalam enam bulan terakhir, mayoritas
(24.7%) menyatakan bahwa, jika mengalami kekerasan fisik, mereka akan menghubungi teman
untuk meminta bantuan, diikuti oleh menghubungi komunitas LGBTQ+ (22.3%) dan keluarga inti
(18.3%). Satu orang responden menjawab bahwa ia akan menghubungi paralegal jika mengalami
kekerasan fisik. Pola ini relatif sama dengan responden yang pernah mengalami kekerasan fisik
dalam enam bulan terakhir terkait: bahwa teman dan komunitas LGBTQ+ menjadi pilihan pertama
untuk dimintai pertolongan.

b. Kekerasan Psikologis/Emosional

Tabel 9 Prevalensi Kekerasan Emosional dalam 6 Bulan Terakhir berbanding dengan
Kategori SOGIESC Responden (n=300)

kekerasan

emosional dalam Trans

?nl:glc?cr)\)terakhlr LBQP Laki-Laki Transpuan

Ya 32.9% 33.3% 37.5% 23.5% 31.3%
Tidak 65.9% 65.2% 62.5% 72.9% 67.0%
Saya tidak tahu 1.2% 14% 0.0% 3.5% 17%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Sebanyak 94 responden (31.3%) menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan
psikologis/emosional selama enam bulan terakhir. Jika dibandingkan dengan jenis kekerasan lain,
persentase prevalensi kekerasan psikologis/emosional merupakan yang tertinggi. Berdasarkan
kategori identitas, kelompok dengan persentase responden yang mengalami kekerasan
emosional tertinggi dalam enam bulan terakhir adalah kelompok trans laki-laki dengan persentase
375% (24 responden). Berdasarkan pembagian wilayah, DKI Jakarta menjadi daerah dengan
persentase responden penyintas kekerasan emosional tertinggi, yaitu 42% (21 responden). Ketika
dibandingkan dengan pembagian wilayah berdasarkan risiko COVID-19, 42.5% responden yang
mengalami kekerasan psikologis/emosional berasal dari daerah kategori risiko tinggi, diikuti oleh
29.8% responden yang berasal dari daerah kategori risiko sedang, dan 27.7% responden dari daerah
dengan kategori risiko rendah. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan emosional relatif
dipengaruhi oleh tingkat risiko COVID-19 di wilayah tempat tinggal responden.

Grafik 36 Pelaku Kekerasan Psikologis/Emosional

Pelaku Kekerasan Psikologis/Emosional (n=94)

Pasangan 24,5%
22,3%

Keluarga Inti (Ayah, Ibu, SaudaraKandung) 20,2%

Teman

Rekan Kerja
Bos/Atasan
Warga Sekitar

Lainnya

Aparat pemerintahan dan penegak hukum...
Keluarga Luas (Paman, Bibi, Sepupu,...
Komunitas LGBTIQ+

Pengguna Jasa

7,4%
6,49

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Dari responden yang mengalami kekerasan psikologis/emosional selama enam bulan terakhir, 23
responden (24%) menyatakan pelaku kekerasan adalah pasangannya sendiri, diikuti 21 responden
(22%) yang menyatakan bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh teman. Pola yang relatif sama
dengan jenis kekerasan sebelumnya muncul: bahwa pelaku kekerasan umumnya adalah orang
terdekat responden. Responden yang menjawab pilihan lainnya mencantumkan beberapa respon,
antara lain: mantan pacar, orang tidak dikenal, pekerjaan, hingga media. Responden yang memilih
pulang ke rumah keluarga sebagai mekanisme bertahan hidup relatif lebih rentan (8.8%) mengalami
kekerasan psikologis/emosional dari anggota keluarga inti. Mayoritas responden yang mengalami
kekerasan psikologis/emosional selama enam bulan terakhir (98.9%) tidak melaporkan peristiwa
tersebut ke pihak berwaijib.
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Sebagian besar responden menyatakan bahwa alasan mereka tidak melapor ke pihak berwajib
adalah karena mereka merasa tidak perlu melapor (60.2% atau 56 responden), takut distigma ketika
melapor (19.3% atau 18 responden), dan takut konsekuensi proses hukum lanjutan (12.90% atau 12
responden). Alasan lain yang turut disebutkan responden adalah: 1) enggan menambah beban
psikis pelaporan kasus; dan 2) takut jika pelaku akan melakukan retaliasi pasca pelaporan. Alasan
utama, yakni ketakutan distigma, bisa mengacu ke dua hal: stigma terhadap komunitas LGBTQ dan
stigma terhadap orang yang memiliki permasalahan psikologis. Halangan untuk melaporkan kasus
kekerasan semakin menegaskan kerentanan berlapis yang dihadapi oleh komunitas LGBTQ.
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Dari total responden yang mengalami kekerasan psikologis/emosional selama enam bulan terakhir,
25 responden (26.6%) menyatakan bahwa pihak yang mereka hubungi pertama kali untuk meminta
bantuan adalah teman, diikuti oleh 22 responden (23.4%) yang menjawab komunitas LGBTQ+, dan
20 responden (21.3%) yang menjawab pasangan. Satu orang responden menyatakan bahwa la
langsung menegur pelaku kekerasan secara langsung, dan satu lainnya menyatakan bahwa ia
akan langsung menghubungi psikolog jika mengalami kekerasan psikologis/emosional. Dari 94
responden, hanya 1 responden yang menempatkan psikolog sebagai pihak pertama yang dimintai
bantuan ketika mengalami kekerasan psikologis/emosional.

Ketika diminta membandingkan intensitas kekerasan psikologis/emosional yang dialami sebelum
dan sesudah pandemi, 55 responden (58.5%) menyatakan bahwa mereka merasakan peningkatan
intensitas kasus kekerasan psikologis/emosional yang mereka alami dibanding kondisi sebelum
pandemi. Hal ini menjadi catatan penting mengingat, dalam laporannya, WHO menyatakan bahwa
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pandemi COVID-19 secara efektif mendisrupsi penyediaan layanan kesehatan mental di 93% negara
di seluruh dunia, dan pada saat yang sama, meningkatkan kebutuhan khalayak luas atas layanan
kesehatan mental tersebut (WHO, 2020). Lebih lanjut, kondisi infrastruktur kesehatan jiwa Indonesia
yang relatif kurang baik - mulai dari minimnya sumber daya kesehatan jiwa, pengeluaran biaya
kesehatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain, sistem informasi kesehatan
jiwa yang belum memadai, serta belum tersedianya perangkat hukum berupa aturan turunan dari
Undang-Undang dan Peraturan Menteri terkait kesehatan jiwa (Idaiani dan Riyadi, 2018) - lagi-lagi
memperparah kondisi kerentanan komunitas LGBTQ Indonesia, khususnya mereka yang menjadi
korban kekerasan mental dan membutuhkan akses ke layanan kesehatan mental.
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Bagi responden yang menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan psikologis/emosional dalam
enam bulan terakhir, 29.8% menyatakan bahwa jika mereka mengalami kekerasan emosional,
mereka akan menghubungi teman untuk meminta bantuan, diikuti oleh komunitas LGBTQ+ (21.4%)
dan keluarga inti (15.9%). Satu orang responden menjawab bahwa ia akan menghubungi konselor
pribadi jika mengalami kekerasan emosional. Pola pencarian pertolongan ini relatif sama dengan
responden yang pernah mengalami kekerasan psikologis/emosional dalam enam bulan terakhir.
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c. Kekerasan Ekonomi

Tabel 10 Cara Bertahan Hidup Responden dalam Kondisi Pandemi COVID-19 (n=300)

Mengalami kekerasan

Kategori SOGIESC

ekonomi selama enam Trans Total
bulan terakhir (n=300) LBQP Laki-Laki Transpuan

Ya 24 4% 20.3% 23.4% 21.2% 22.3%
Tidak 73.2% 73.9% 71.9% 741% 73.3%
Saya tidak tahu 24% 5.8% 47% 47% 4.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Sebanyak 67 responden (22.3%) menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan
ekonomi selama enam bulan terakhir. Jika dilihat berdasarkan kategori identitas, kelompok dengan
persentase responden yang mengalami kekerasan ekonomi terbanyak dalam enam bulan terakhir
adalah kelompok GBQL dengan persentase 24.4% (20 responden). Berdasarkan pembagian
wilayah, Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan persentase responden penyintas kekerasan
ekonomi tertinggi, yaitu 38% (19 responden). Ketika dibandingkan dengan variabel pendapatan,
59.7% responden yang mengalami kekerasan ekonomi berasal dari kelompok pendapatan
<Rp1.000.000. Lebih lanjut, ketika dibandingkan dengan pembagian wilayah berdasarkan risiko
COVID-19, tidak terlihat adanya hubungan yang signifikan antara prevalensi kekerasan ekonomi
dan kelompok wilayah risiko COVID-19.
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Dari responden yang mengalami kekerasan ekonomi selama enam bulan terakhir, 18 (26.9%)
menyatakan bahwa pelaku kekerasan tersebut adalah bos/atasan, 13 (19.4%) menyatakan pelakunya
anggota keluarga inti. Responden yang menjawab pilihan lainnya mencantumkan beberapa
respon, antara lain mantan suami dan pemerintah. Berbeda dengan pelaku kekerasan lain yang
umumnya adalah orang terdekat, dalam kasus kekerasan ekonomi, mayoritas pelaku kekerasan
justru merupakan bos/atasan, orang yang memiliki kuasa finansial atas diri responden; diikuti oleh
keluarga inti dan pasangan, yang kemungkinan besar sama-sama terdampak pandemi COVID-19.
Mayoritas responden yang mengalami kekerasan ekonomi selama enam bulan terakhir (91.04%)
tidak melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib dengan alasan merasa tidak perlu melapor
(50.8% atau 31 responden), malu (11.5% atau 7 responden), dan tidak tahu cara (11.5% atau 7
responden). Satu orang responden menyatakan bahwa ia tidak ingin melaporkan kasus kekerasan
ekonomi yang menimpa dirinya karena ia tidak ingin menyusahkan orang lain atau keluarganya.
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Daritotal responden yang mengalamikekerasan ekonomiselama enam bulan terakhir, 17 responden
(25.4%) menghubungi teman sebagai kontak pertama pencarian bantuan, 16 responden (23.9%)
menghubungi keluarga inti, dan 11 responden (16,4%) menghubungi pasangan. Pola pencarian
pertolongan ini relatif berbeda dengan pola pencarian pertolongan pada jenis-jenis kekerasan
lainnya, karena komunitas LGBTQ+ tidak termasuk ke dalam tiga pilihan teratas. Hal ini menunjukkan
bahwa di tengah kondisi pandemi, komunitas LGBTQ+ tidak dipandang sebagai pihak yang mampu
memberikan pertolongan terhadap kasus kekerasan ekonomi yang dihadapi.

Ketika diminta membandingkan intensitas kekerasan ekonomi yang dialami sebelum dan sesudah
pandemi, 77.6% responden menyatakan bahwa mereka merasakan peningkatan intensitas kasus
kekerasan ekonomi yang mereka alami dibanding kondisi sebelum pandemi. Jika dibandingkan
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dengan jenis kekerasan lain, intensitas kekerasan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi
mengalami kenaikan dengan persentase yang paling tinggi.
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Bagi responden yang tidak pernah mengalami kekerasan ekonomi dalam enam bulan terakhir,
27.3% menyatakan akan menghubungi keluarga inti jika mengalami kekerasan ekonomi, 21.4%
menyatakan akan meminta bantuan teman, dan 15,9% memilih pasangan. Lagi-lagi, komunitas
LGBTQ+ tidak masuk ke dalam pilihan teratas responden - fakta ini menegaskan bahwa, dalam
persepsi responden, komunitas LGBTQ+ berada di dalam kondisi kerentanan ekonomi yang sama,
ketika dihadapkan dengan pandemi COVID-19.

d. Kekerasan Seksual

Tabel 11 Prevalensi Kekerasan Seksual dalam 6 Bulan Terakhir berbanding dengan Kategori SOGIESC
Responden (n=300)

Kategori SOGIESC

Mengalami kekerasan

seksual selar_na enam Trans Total
bulan terakhir (h=300) GBQL LBQP Laki-Laki Transpuan

Ya 37% 0.0% 0.0% 5.9% 2.7%
Tidak 951% 971% 98.4% 91.8% 95.3%
Saya tidak tahu 1.2% 2.9% 1.6% 2.4% 2.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Delapan responden (2.7%) menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan seksual dalam
enam bulan terakhir. Jika dilihat berdasarkan kategori identitas, kelompok dengan persentase
responden yang mengalami kekerasan seksual terbanyak dalam enam bulan terakhir adalah
kelompok transpuan dengan persentase 59% (5 responden). Berdasarkan pembagian wilayah,
Sulawesi Selatan dan Bali menjadi daerah dengan persentase responden penyintas kekerasan
seksual tertinggi, vaitu 4% (2 responden). Ketika dibandingkan dengan pembagian wilayah
berdasarkan risiko COVID-19, tidak terlihat adanya hubungan yang signifikan antara prevalensi
kekerasan seksual dan kelompok wilayah berbasis risiko COVID-19.
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Pararesponden yang mengalami kekerasan seksual selama enam bulan terakhir menyatakan pelaku
kekerasannya adalah pasangan, anggota komunitas LGBTQ, dan pengguna jasa; masing-masing
kelompok sebanyak 2 orang (25%). Satu orang responden yang menjawab opsi‘lainnya” menyatakan
bahwa kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pasangan seksualnya. Seluruh responden yang
mengalami kekerasan seksual selama enam bulan terakhir tidak melaporkan peristiwa tersebut
ke pihak berwajib dengan alasan karena mereka merasa tidak perlu melapor (37.50% atau 3
responden) dan malu (37.50% atau 3 responden). Satu (1) orang responden menyatakan bahwa ia
tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena la langsung melawan dan mendebat
pelaku ketika peristiwa kekerasan tersebut terjadi. Keterbatasan data menyebabkan belum ada
kesimpulan lebih lanjut yang dapat ditarik dari temuan-temuan ini.
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Grafik 43 Pihak yang Pertama Kali Dihubungi ketika Mengalami Pelecehan Seksual
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Dari total responden yang mengalami kekerasan seksual selama enam bulan terakhir, 3 responden
(8375%) menyatakan bahwa mereka menghubungi pertama kali komunitas LGBTQ+ dan teman
untuk meminta bantuan. Ketika diminta membandingkan intensitas kekerasan seksual yang dialami
sebelum dan sesudah pandemi, 87.5% responden (7) menyatakan bahwa mereka tidak merasakan
peningkatan intensitas kasus kekerasan seksual yang mereka alami jika dibandingkan dengan
kondisi sebelum pandemi.

Grafik 44 Pihak yang Pertama Kali Dihubungi ketika Mengalami Kekerasan Seksual
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Bagi responden yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual dalam enam bulan terakhir, 28.3%
menyatakan bahwa, jika mereka mengalami kekerasan seksual, mereka akan menghubungi teman
untuk meminta bantuan, diikuti oleh komunitas LGBTQ+ (25.5%), dan pasangan (12.9%).
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2.4.2 Derajat Kecemasan dan Interaksi Sosial di Tengah
Pandemi: Sudut Pandang komunitas LGBTQ

Bagian ini akan membahas tentang derajat kecemasan komunitas LGBTQ terhadap situasi pandemi
COVID-19, dan pola interaksi yang terbangun antarindividu LGBTQ selama masa pandemi.

Tabel 13 Frekuensi Kecemasan terkait Pandemi COVID-19 berbanding Karakteristik SOGIESC
Responden (n=300)

Karakteristik SOGIESC

Frekuensi merasa cemas

akibat kondisi pandemi . Total

COVID-19 (n=300) GBQL LBQP I;?(?s Laki Transpuan

Sering 63.4% 79.7% 781% 76.5% 74.0%
Jarang 30.5% 14.5% 20.3% 176% 21.0%
Tidak Pernah 6.1% 5.8% 16% 5.9% 5.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Mayoritas responden (74%) menyatakan bahwa selama enam bulan terakhir, mereka sering merasa
cemas akibat kondisi pandemi COVID-19. Berdasarkan identitas, kelompok dengan intensitas
kecemasan tertinggi adalah kelompok LBQP dengan persentase responden yang menjawab
‘sering cemas’ 79.7%; sedangkan kelompok GBQL menjadi kelompok dengan persentase jawaban
‘tidak pernah cemas’ tertinggi (6.1%) jika dibandingkan dengan kelompok lain. Berdasarkan wilayah,
daerah dengan intensitas kecemasan tertinggi adalah Sumatera Utara, dengan persentase
responden yang menjawab ‘sering cemas’ sebesar 90%. Ketika dibandingkan dengan pembagian
wilayah berdasarkan risiko COVID-19, tidak terlihat adanya hubungan yang signifikan antara derajat
kecemasan dan kelompok wilayah berbasis risiko COVID-19. Bagi responden yang merasa cemas
dalam enam bulan terakhir, mayoritas menyatakan bahwa mereka merasa cemas atas kesehatan
dirinya sendiri (71.9%), kondisi finansial (64.9%) dan kesehatan pasangan atau keluarga (51.2%).
Sumber kecemasan lain yang turut muncul antara lain adalah pekerjaan dan kesehatan publik
secara umum.

Tabel 14 Intensitas Bertemu Offline di Masa Pandemi COVID-19 berbanding dengan
Karakteristik SOGIESC Responden (n=300)

Bertemu langsung (offline) Karakteristik SOGIESC

dengan kawan LGBTQ lain Trans

(n=300) €]:1e] LBQP Laki-Laki Transpuan

Sering 341% 27.5% 35.9% 52.9% 38.3%
Jarang 59.8% 65.2% 50.0% 459% 55.0%
Tidak Pernah 6.1% 72% 141% 1.2% 6.67%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Terkait pola interaksi, 38.3% responden menyatakan bahwa mereka masih sering bertemu dengan
kawan-kawan LGBTQ secara langsung, terlepas kondisi pandemi COVID-19. Berdasarkan kategori,
kelompok yang paling sering bertemu secara langsung dengan kawan-kawan LGBTQ lain adalah
kelompok transpuan (52.9%). Temuan ini dapat mengisyaratkan dua hal yang berbeda: 1) kelompok
transpuan memiliki kedekatan dan kapasitas berjejaring yang kuat yang tidak dapat direnggut oleh
pandemi; dan 2) keterbatasan moda komunikasi digital - beberapa responden transpuan memilih
untuk menjual smartphone dan alat komunikasi digital lain dalam kondisi ekonomi yang genting -
membuat pertemuan offline menjadi satu-satunya cara untuk tetap berkomunikasi dengan sesama.
Berdasarkan wilayah, daerah dengan intensitas pertemuan offline antara responden dengan kawan-
kawan LGBTQ lain tertinggi adalah Bali, dengan persentase sebesar 62%. Mayoritas responden
yang berasal dari Bali bekerja sebagai penjangkau HIV sehingga menyebabkan tingginya intensitas
pertemuan offline di wilayah tersebut.

Ketika dibandingkan dengan pembagian wilayah berdasarkan risiko COVID-19, 11% responden
yang berasal dari wilayah risiko tinggi menyatakan tidak pernah berinteraksi secara offline dengan
kawan LGBTQ lain. Persentase ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah risiko sedang dan
rendah COVID-19, masing-masing sebesar 4% dan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kawan-kawan
LGBTQ yang tinggal di daerah risiko tinggi relatif lebih terisolir secara offline jika dibandingkan
dengan kawan-kawan yang tinggal di daerah risiko sedang dan rendah. Mayoritas responden
yang masih bertemu secara langsung dengan kawan-kawan LGBTQ lain melakukan pertemuan
tersebut di rumah kawan (62.5%), di rumah sendiri (40.4%) atau di acara komunitas LGBTQ+ (32.8%).
Responden yang menjawab lainnya umumnya bertemu secara tidak sengaja dengan kawan-kawan
LGBTQ yang tinggal di satu lingkungan.

Tabel 15 Intensitas Bertemu Online di Masa Pandemi COVID-19 berbanding dengan
Karakteristik SOGIESC Responden (n=300)

Karakteristik SOGIESC

Bertemu tidak langsung

(online) dengan kawan Trans Total
LGBTQ lain (n=300) LBQP Laki-Laki  Transpuan

Sering 53.7% 44.9% 43.8% 50.6% 487%
Jarang 451% 52.2% 531% 48.2% 49.3%
Tidak Pernah 1.2% 29% 31% 1.2% 2.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Lebih lanjut, 48.7% responden menyatakan bahwa mereka sering berinteraksi dengan kawan-kawan
LGBTQ lain secara online selama masa pandemi. Berdasarkan kategori, kelompok yang paling
sering berinteraksi secara online dengan kawan-kawan LGBTQ lain adalah kelompok GBQL dengan
persentase 53.7%. Hal ini kemungkinan besar didorong oleh level literasi digital dan keberadaan
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aplikasi berjejaring kawan-kawan gay, yang relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan kawan-
kawan dari kelompok karakteristik SOGIESC lainnya.

Berdasarkan wilayah, daerah dengan intensitas pertemuan online antara responden dengan
kawan-kawan LGBTQ lain tertinggi adalah Sumatera Utara, dengan persentase responden yang
menjawab ‘sering bertemu online’ sebesar 60%. Ketika dibandingkan dengan wilayah risiko, tidak
terlihat adanya hubungan yang signifikan antara frekuensi interaksi online dan kelompok wilayah
berbasis risiko COVID-19. Mayoritas responden yang berinteraksi secara online dengan kawan-
kawan LGBTQ lain menggunakan aplikasi digital untuk bertukar pesan (92.5%), aplikasi panggilan
video (29.2%), dan hadir dalam acara pelatihan online (25.5%). Responden yang menjawab ‘lainnya’
menjelaskan bahwa ia berkomunikasi secara tidak langsung dengan kawan-kawan LGBTQ lain via
panggilan telepon dan SMS.

Grafik 45 Frekuensi bertemu Selama Masa Pandemi COVID-19 dibanding Sebelum Pandemi
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Dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19, mayoritas responden (63.3%)
menyatakan bahwa sekarang mereka relatif lebih jarang bertemu dengan kawan-kawan LGBTQ
lain secara langsung. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19,
mayoritas responden (52.7%) menyatakan bahwa sekarang mereka relatif lebih sering bertemu
dengan kawan-kawan LGBTQ lain secara online. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19
mengubah pola interaksi komunitas LGBTQ: lebih jarang bertemu langsung dan lebih sering
berinteraksi secara online. Terdapat pula 40 responden (13.3%) yang menyatakan bahwa sekarang,
mereka lebih jarang bertemu baik secara online dan offline dengan kawan-kawan LGBTQ lain. Hal
ini menunjukkan potensiisolasi sosial yang hadir akibat pandemi COVID-19.
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2.4.3 Akses Layanan Kesehatan komunitas LGBTQ di Masa
Pandemi

Bagian ini membahas akses layanan kesehatan komunitas LGBTQ dalam 6 bulan terakhir: mulai
dari layanan kesehatan terkait COVID-19, layanan kontrasepsi, terapi hormon, hingga terapi ARV.

Grafik 46 Mengakses Layanan Kesehatan selama Masa Pandemi
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Sebanyak 50% responden menyatakan pernah mengakses layanan kesehatan dalam 6 bulan
terakhir. Berdasarkan kategori, kelompok dengan persentase akses layanan kesehatan tertinggi
adalah kelompok GBQL (68.29%). Berdasarkan wilayah, daerah dengan persentase responden
yang mengakses layanan kesehatan tertinggi adalah DKI Jakarta (80%), sedangkan daerah dengan
persentase mengakses layanan kesehatan terendah adalah NTT (26%). Ketika dibandingkan dengan
pembagian wilayah risiko, 63% responden yang berasal dari daerah risiko COVID-19 rendah tidak
pernah mengakses fasilitas kesehatan apapun selama 6 bulan terakhir. Persentase ini relatif lebih
rendah jika dibandingkan dengan responden yang tinggal di daerah risiko COVID-19 sedang dan
tinggi, masing-masing 46% dan 41%. Terlepas dari ragam faktor yang memengaruhi prevalensi
akses layanan kesehatan, ketidakmerataan fasilitas kesehatan di Indonesia (Misnaniarti, 2017) dapat
menjadi salah satu faktor yang mendorong perbedaan persentase akses yang cukup mencolok ini
- selain faktor stigma tenaga kesehatan terhadap individu LGBTQ+ di keenam daerah penelitian.
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Grafik 47 Layanan Kesehatan yang Diakses
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Mayoritas responden yang mengakses layanan kesehatan menggunakan layanan puskesmas
(63.33%), diikuti oleh layanan rumah sakit (37.33%) dan uji laboratorium (20.57%). Hanya 5 responden
(3.33%) yang mengakses layanan kesehatan mental dalam enam bulan terakhir, padahal 31.3%
(94) responden pernah mengalami kekerasan psikologis/emosional dalam enam bulan terakhir.
Layanan kesehatan lainnya yang dipilih responden antara lain: 1) tes HIV; 2) layanan dokter spesialis;
dan 3) Datang ke fasilitas kesehatan untuk menemani orang lain berobat. Mereka yang mengakses
layanan kesehatan mental menggunakan layanan kesehatan mental di rumah sakit (40%) dan klinik
mandiri (40%). Ketika ditanya terkait kemudahan akses layanan kesehatan, mayoritas responden
(35.33%) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam segi kemudahan
mengakses layanan.

Grafik 48 Pembiayaan Tes COVID-19
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Sebanyak 44.3% responden pernah melakukan tes COVID-19 dalam enam bulan terakhir.
Berdasarkan jenis tes, 88.7% pernah melakukan rapid tes sedangkan 29.3% pernah melakukan
swab tes dalam enam bulan terakhir. Sebanyak 52.6% responden yang melakukan tes COVID-19
dalam enam bulan terakhir membiayai tes tersebut dengan menggunakan uang pribadinya,
sedangkan 27.8% mengaku dibiayai oleh orang lain. Responden yang menjawab ‘lainnya” mengaku
tes tersebut dibiayai oleh program kantor (nonasuransi), program sosial dari pemerintah, dan LSM.
Jika dibandingkan dengan variabel pendapatan, responden dengan pendapatan Rp.1.000.000
- Rp.3.000.000 merupakan kelompok dengan persentase tes COVID-19 tertinggi, yaitu 391%.
Terkait status COVID-19, 6.8% responden (9 orang) pernah dinyatakan positif COVID-19. Mayoritas
responden yang pernah dinyatakan positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah sebagai
langkah penanggulangan COVID-19 (55.6% atau 5 orang), sedangkan 3 responden (33.3%)
mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam rangka pengobatan COVID-19.

Grafik 49 Mengakses Alat Kontrasepsi/Terapi Hormon selama Masa Pandemi
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Sebanyak 29.3% responden memiliki kebutuhan akses atas alat kontrasepsi dan/atau terapi
hormon selama masa pandemi COVID-19. Kelompok dengan persentase kebutuhan akses alat
kontrasepsi dan/atau terapi hormon tertinggi adalah transpuan (57.6%), sedangkan kelompok
dengan persentase kebutuhan akses alat kontrasepsi dan/atau terapi hormon terendah adalah
LBQP (2.9%). Berdasarkan jenisnya, mayoritas responden (80.7%) membutuhkan akses kondom,
diikuti oleh akses suntik hormon (23.9%) dan suntik KB (9.1%). Hal yang menarik untuk digarisbawahi
adalah seluruh responden yang mengakses pil KB (6) adalah transpuan; yang kemungkinan
besar menggunakan pil KB sebagai subtitusi terapi hormon konvensional. Dari segi kemudahan,
mayoritas responden (53.4%) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
pengalaman mengakses alat kontrasepsi dan/atau terapi hormon sebelum dan selama pandemi
COVID-19.

KELOMPOK KERAGAMAN SEKSUAL DAN
GENDER DI TENGAH PUSARAN PANDEMI:
ANTARA KERENTANAN DAN RESILIENSI



Grafik 50 Kebutuhan Akses Obat-Obatan ARV selama Pandemi
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Sebanyak 18% responden (54) memiliki kebutuhan akses obat-obatan retroviral. Berdasarkan
karakteristik SOGIESC, kelompok dengan persentase responden yang membutuhkan akses obat-
obatan antiretroviral tertinggi adalah kelompok transpuan (31.8), diikuti oleh kelompok GBQL
(23.2%). Dari segi kemudahan, mayoritas responden (42.6%) menyatakan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara pengalaman mengakses ARV sebelum dan selama pandemi
COVID-19.
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1 DISKUSI DAN ANALISA

¥4 KELOMPOK KERAGAMAN SEKSUAL DAN
ANTARA KERENTANAN DAN RESILIENSI

3.1 Wajah Kerentanan Komunitas LGBTQ
diTengah Pandemi COVID-19: Sebuah
Pergumulan Panjang

entimen anti-LGBTQ vyang berkembang dalam
beberapa dekade terakhir dan menguat pasca
2016 (Human Rights Watch, 2016) menegaskan
bahwa komunitas LGBTQ senantiasa hidup dalam
kerentanan. Ragam ujaran kebencian, kekerasan
fisik, hingga upaya kriminalisasi yang menargetkan komunitas
LGBTQ kerap dilakukan oleh masyarakat sipil, kelompok konservatif,
dan pihak-pihak yang memiliki otoritas (Wieringa, 2019). Kondisi
ini semakin diperparah oleh pandemi COVID-19 yang berdampak
pada kehidupan sosial dan ekonomi komunitas LGBTQ (Salerno
& Williams, 2019; Goldberg, 2020). Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa menggarisbawahi bahwa “mereka yang termiskin
dan paling rentan-lah yang paling terdampak oleh kondisi pandemi
ini” (UN Independent Expert on Sexual Orientation & Gender
Identity, 2020) - komunitas LGBTQ termasuk ke dalam kelompok
yang paling rentan dan miskin ini. Kini, komunitas LGBTQ harus
bertarung melawan risiko kerentanan yang telah menghantui
mereka selama tiga dekade terakhir, sekaligus risiko kerentanan
baru yang dibawa oleh pandemi COVID-19.

Ketika berbicara mengenai kerentanan, secara umum konsep ini
dimaknai sebagai “kemungkinan untuk mendapatkan kerugian,
baik kerugian fisik maupun psikologis, sebagai akibat dari risiko-
risiko tertentu” (Zimmermann, 2017). Konsep kerentanan menjadi
relevan dalam penelitian ini, karena hasil survei menunjukkan
berbagai potensi kerugian, baik fisik maupun psikologis, yang
dialami oleh komunitas LGBTQ sebagai akibat dari pandemi
COVID-19. Berangkat dari model konsekuensi kerentanan yang
dirumuskan oleh Zimmermann (2017), kondisi kerentanan individu/
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kelompok akibat dari kehadiran faktor risiko tertentu (dalam konteks ini, pandemi COVID-19) dapat
diklasifikasikan ke dalam empat kategori berbeda, yakni: 1) Kerentanan Ekonomi, yang artinya
sebuah kelompok terancam mengalami kekurangan sumber daya ekonomi; 2) Kerentanan Sosial,
yang artinya sebuah kelompok terancam terisolasi secara sosial, kehilangan dukungan sosial
dan jejaring sosialnya, serta menjadi target stigma negatif yang dilekatkan masyarakat luas; 3)
Kerentanan Kesehatan, yang artinya sebuah kelompok terancam dirugikan secara kesehatan;
serta 4) Kerentanan Keamanan; atau meningkatnya risiko sebuah kelompok menjadi korban
kejahatan.

Berkaca dari hasil survei penelitian ini, komunitas LGBTQ relatif berhadapan dengan keempat
kategori kerentanan di atas,. Menyoal kerentanan ekonomi, hampir seluruh responden yang
bekerja menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada pekerjaan mereka dalam enam
bulan terakhir; mulai dari penurunan omset, pemotongan gaji, hingga Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). Kesulitan untuk mengakses sumber daya ekonomi juga dapat dilihat dari dua variabel lain:
kemampuan mengembalikan pinjaman dan ketersediaan tabungan. Lebih darisetengah responden
yang mengalami kesulitan ekonomi dan memutuskan untuk meminjam uang yang juga sulit untuk
dikembalikan. Bagi mereka yang memiliki tabungan, lebih dari setengahnya mengaku hanya dapat
bertahan kira-kira 1-3 bulan dengan uang tabungan yang sekarang mereka miliki. Ketika membahas
tentang bantuan pemerintah sebagai moda untuk meringankan kerentanan ekonomi, hanya
setengah dari total responden yang menerima bantuan COVID-19 dari pemerintah dan sepertiga
dari responden yang menerima bantuan pemerintah mengeluhkan berbagai kesulitan dalam
mengakses bantuan tersebut; mulai dari ketiadaan informasi hingga dianggap tidak memenuhi
syarat.

Menyoal kerentanan sosial, hasil survei menunjukkan sebagian kecil responden tidak memiliki KTP/
KK. Hal ini menjadi penting untuk digarisbawahi, karena kepemilikan dokumen kependudukan
kerap menjadi syarat utama untuk mengakses layanan bantuan sosial. Mereka yang tidak memiliki
dokumen kependudukan umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak memiliki dokumen
pendukung, dan merupakan korban pengusiran. Hal ini secara efektif menempatkan mereka ke
dalam posisi yang sangat rentan. Secara kultural, komunitas LGBTQ relatif terisolir secara fisik
antara satu dan lainnya sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Kebijakan PSBB dan kecemasan
individu atas kondisi kesehatan diri membuat mereka memilih untuk tidak bertatap muka dengan
orang lain. Ruang-ruang digital lantas menjadi pilihan bagi komunitas LGBTQ untuk berkomunikasi.
Lebih dari setengah responden menyatakan bahwa kini, mereka lebih sering berkomunikasi secara
online dengan kawan-kawan LGBTQ lain; pola komunikasi ini tentu memberi kesempatan bagi
munculnya ruang-ruang aman bagi individu LGBTQ untuk mendapatkan dukungan sosial. Akan
tetapi, pola-pola isolasi sosial (baik secara fisik maupun online) dapat ditemukan di sebagian kecil
responden, khususnya individu transgender yang tidak memiliki moda komunikasi digital.

Menyoal kerentanan kesehatan, COVID-19 merupakan ancaman kesehatan nyata bagi komunitas
LGBTQ, khususnya mereka yang bekerja di sektor-sektor yang menuntut kontak erat dengan pihak
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lain. Setengah dari total responden bekerja di sektor yang mengharuskan kontak erat ini, yaitu
sektor kecantikan dan kesehatan, dengan profesi seperti pekerja seks, penata rias, penata rambut,
serta penjangkau. Lebih lanjut, lebih dari sepertiga responden menyatakan bahwa mereka masih
sering bertemu secara langsung dengan individu LGBTQ lainnya, terlepas dari kondisi pandemi
COVID-19. Fakta lain yang penting untuk digarisbawahi adalah bagaimana hampir setengah dari
total responden tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan baik karena iuran yang mahal,
ketidaktahuan terkait cara membuat BPJS kesehatan, ataupun masalah kelengkapan administratif.
Hal ini menunjukkan bahwa komunitas LGBTQ relatif masih belum memahami secara penuh
pentingnya asuransi kesehatan. Terkait akses terhadap fasilitas kesehatan, responden yang
mengakses fasilitas kesehatan (termasuk akses alat kontrasepsi, terapi hormon, dan obat-obatan
ARV) dalam enam bulan terakhir memang menyatakan bahwa dari segi kemudahan, tidak ada hal
yang berubah. Akan tetapi, fakta bahwa hanya setengah dari responden yang mengakses layanan
kesehatan dalam enam bulan terakhir menjadi catatan penting yang dapat dikaji lebih lanjut.

Menyoal kerentanan keamanan, komunitas LGBTQ relatif paling rentan menjadi korban kekerasan
emosional dan ekonomisebagaiakibat dari pandemi COVID-19. Lebih darisepertiga respondenyang
mengalami kekerasan emosional menyatakan bahwa intensitas kekerasan emosional yang mereka
alami meningkat di tengah kondisi COVID-19, dan hampir seluruh responden yang mengalami
kekerasan ekonomi menyatakan hal yang sama. Pelaku yang umumnya merupakan orang terdekat
(kekerasan emosional) atau atasan (kekerasan ekonomi) membuat responden relatif enggan untuk
melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya. Beberapa bahkan menyatakan dengan tegas
bahwa mereka merasa keamanannya terancam jika melaporkan kasus kekerasan, dan khawatir
bahwa laporan tersebut akan merepotkan dirinya serta orang-orang dekatnya. Hal ini menjadi
isyarat keraguan komunitas LGBTQ ketika berhadapan dengan hukum, sekaligus menunjukkan
kompleksitas kasus kekerasan secara umum. Lebih lanjut, individu LGBTQ yang memilih pulang ke
rumahnya sebagai mekanisme bertahan hidup relatif lebih rentan mengalami kekerasan emosional
yang dilakukan oleh anggota keluarga inti, dibandingkan dengan mereka yang tidak kembali ke
rumah keluarganya.

Perlu diingat bahwa ketika membahas kerentanan, Zimmerman (2017) menggarisbawahi bahwa
kerentanan bersifat multidimensional yang artinya satu kategori kerentanan dapat terjadi bersamaan
dengan kategori lain, seperti kerentanan ekonomi dan keamanan. Kerentanan juga merupakan
sebuah fenomena yang dinamis dan berubah seiring dengan bertambahnya (atau berkurangnya)
faktor-faktor risiko kerentanan. Sebagai penutup, Zimmerman (2017) juga menjelaskan bahwa
dalam upaya mengentaskan kerentanan dan membangun resiliensi, inovasi struktural - perumusan
kebijakan-kebijakan sosial baru - perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam
menangani kerentanan komunitas LGBTQ di tengah pandemi COVID-19. Terakhir, kita tidak boleh
lupa bahwa di luar konteks kerentanan yang dibahas dalam paragraf-paragraf di atas, komunitas
LGBTQ masih terus bergumul dengan kerentanan-kerentanan lain di luar konteks COVID-19, yang
telah menghantui mereka jauh sebelum pandemi datang.
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3.2 Mekanisme Bertahan dan Resiliensi: Strategi Bertanan
Hidup Komunitas LGBTQ

Sejak Maret 2020, Indonesia berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum
dapat diprediksi akhirnya. Jumlah kasus yang terus meningkat pada awal tahun 2021, serta dampak
pandemi yang hadir di berbagai sektor menegaskan bahwa pandemi COVID-19 merupakan
peristiwa yang serius. Kemampuan bertahan (resiliensi) menjadi kemampuan dasar yang diperlukan
untuk menghadapi situasi pandemi, termasuk bagi komunitas LGBTQ. Resiliensi didefinisikan
sebagai kemampuan individu untuk beradaptasi secara positif dan efektif sebagai strategi dalam
menghadapi kesulitan melalui serangkaian mekanisme untuk bertahan hidup.

Menurut Reivich & Shatté (2002), terdapat tujuh aspek yang menjadi pembentuk resiliensi individu,
yaitu 1) Regulasi Emosi, 2) Pengendalian Impuls, 3) Sikap Optimis, 4) Empati, 5) Kemampuan
Analisis Masalah, 6) Efikasi Diri serta 7) Peningkatan Aspek Positif. Terkait regulasi emosi,
komunitas LGBTQ harus mampu mengendalikan derajat kecemasan akibat beberapa hal, mulai
dari kecemasan atas kesehatan diri, kondisi finansial, hingga kesehatan pasangan/keluarga.
Pengendalian impuls sebagai kemampuan responden untuk mengontrol dorongan, keinginan,
dan tekanan yang muncul dari dalam diri dapat diamati dari kehadiran rasa takut/khawatir untuk
bepergian yang menjadi alasan mayoritas responden ketika ditanya tentang alasan sulit bepergian.
Ketakutan/kekhawatiran responden ini mengendalikan dorongan untuk berkegiatan di luar rumah
yang tidak perlu. Pengetahuan yang tinggi dari mayoritas anggota komunitas LGBTQ mengenai
aturan PSBB juga membantu mereka dalam mematuhi aturan pemerintah untuk mencegah
penularan COVID-19 yang lebih masif.

Sekalipun pandemi memberikan dampak ekonomi yang besar, kelompok LGBTQ mampu bersikap
optimis. Sikap ini ditunjukkan oleh sebagian besar responden yang percaya bahwa mereka dapat
bangkit dari pandemi COVID-19. Akan tetapi, masih ada sebagian responden yang menyatakan
bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi
COVID-19. Kelompok LBQP merupakan kelompok responden mayoritas yang mengatakan bahwa
mereka tidak bisa bangkit sama sekali. Lebih lanjut, kapasitas berempati menjadi hal yang harus
dibangun oleh komunitas LGBTQ, untuk memahami kondisi emosional antara satu dan lainnya.
kapasitas berempati dapat menjadi jembatan untuk membangun pola-pola interaksi yang saling
menguatkan terlepas dari apapun medium interaksi, yang oleh survei ditunjukkan mengalami
pergeseran pola dari komunikasi tatap muka (offline) ke komunikasi tidak langsung (online).

Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah (efikasi diri) juga menjadi hal penting yang
perlu dilakukan sebagai strategi resiliensi komunitas LGBTQ. Membeli barang yang lebih murah
diakui oleh mayoritas responden sebagai cara yang mereka pilih untuk menekan pengeluaran,
yang relatif meningkat di masa pandemi. Bantuan dari pemerintah/pihak lain juga turut menjadi
modal bertahan hidup bagi sebagian responden. Lebih lanjut, sebagian responden terpaksa
harus meminjam uang dan menjual barang sekalipun tidak sedikit dari mereka yang menyatakan
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kesulitan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Bahkan, terdapat anggota komunitas LGBTQ
yang harus pulang ke rumah orang tua mereka sebagai strateginya untuk bertahan hidup. Selain
meminta bantuan orang lain, responden juga melahirkan berbagai bentuk inovasi bisnis, seperti
membuka layanan salon keliling. Dampak penurunan omset usaha yang dirasakan oleh mayoritas
anggota kelompok transpuan justru membuat mereka kreatif menjemput bola dengan membuka
layanan salon keliling ke rumah-rumah pelanggan. Terdapat responden lain yang mengatakan
bahwa ia banyak belajar hal baru dari internet/media sosial selama masa pandemi COVID-19 ini.
Pengetahuan ini dapat menjadi kekuatan mereka di masa datang ketika pandemi ini telah usai.

3.3 }(_B%Bfl]ihﬂkﬂn Pada Minoritas Seksual: Antara Ada dan
lada

Dalam upaya meminimalisir risiko pandemi COVID-19 dan meningkatkan kapasitas resiliensi
komunitas LGBTQ, keberpihakan yang jelas dari pemerintah dan pihak non-pemerintah sangatlah
dibutuhkan. Keberpihakan yang dimaksud adalah kecenderungan untuk memberikan bantuan dan
dukungan bagi kelompok tertentu, dalam hal ini adalah komunitas LGBTQ, sebagai bagian dari
kelompok rentan. Prinsip ke-13 dalam Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan
dilndonesia (2011) menyebutkan adanya tiga indikator keberpihakan pada kelompok rentan, antara
lain 1) adanya kebijakan dan program yang berorientasi kepada kelompok rentan; 2) penerima
manfaat langsung dari program dan organisasi adalah sebagian besar merupakan kelompok
rentan; 3) adanya kebijakan tentang perlindungan terhadap penerima manfaat.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19, baik dari segi
kesehatan maupun ekonomi, yang di dalamnya termasuk program bantuan kepada masyarakat
terdampak. Komunitas LGBTQ merupakan salah satu pihak penerima bantuan, ditunjukkan dari
hampir setengah responden menerima berbagai macam bentuk bantuan sosial dari pemerintah.
Meskipun demikian, bantuan sosial tersebut diterima oleh responden sebagai bagian dari
masyarakat umum yang terdampak COVID-19. Pemerintah tidak melihat komunitas LGBTQ sebagai
kelompok yang memiliki kerentanan tersendiri di tengah situasi bencana nasional ini. Hingga saat
laporan ini diselesaikan, peneliti belum menemukan kebijakan bantuan COVID-19 pemerintah
yang secara khusus menyasar komunitas LGBTQ sebagai penerima manfaat. Jika merujuk kembali
pada indikator keberpihakan pada kelompok rentan, dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak
memiliki keberpihakan khusus pada komunitas LGBTQ. Agar dapat mengakses bantuan sosial dari
pemerintah, komunitas LGBTQ harus menggunakan identitas sosial lain yang dapat memenuhi
kriteria penerima bantuan, seperti pelaku UMKM, tenaga usia produktif, guru honorer, korban
PHK, dan lainnya. Implementasi program bantuan sosial yang inklusif kemudian menjadi kunci
untuk memastikan anggota komunitas LGBTQ yang berhak mendapatkan bantuan sosial dapat
mengakses bantuan yang tersebut.
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Pemerintah membuat jaring pengaman sosial secara khusus bagi masyarakat yang terdampak
COVID-19. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah menggelontorkan dana sebesar
Rp.203,9 triliun bagi klaster perlindungan sosial (Republika, 2020). Terlepas dari jumlah dana yang
besar, ketika mengakses bantuan sosial pemerintah, komunitas LGBTQ kerap terbentur berbagai
kendala. Alasan utamanya adalah karena minimnya informasi mengenai bantuan sosial, sehingga
mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut. Lebih dari setengah responden
yang tidak mengetahui tentang aturan terkait bantuan sosial pemerintah pada akhirnya tidak
mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk apapun. Kesulitan lain yang dialami beragam,
mulai dari tidak memiliki KK dan/atau KTP, bukan warga tetap di wilayah tempat tinggalnya, tidak
memenuhi syarat, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, tidak dianggap membutuhkan
bantuan, dan sebagainya. Salah satu responden juga mengaku bahwa dirinya mengalami
diskriminasi SOGIESC ketika mengakses bantuan pemerintah.

Di sisi lain, responden turut menerima bantuan sosial dari sumber nonpemerintah. Lebih dari
setengah responden yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah menerima bantuan
dari sumber nonpemerintah. Lebih dari setengah responden yang pernah mendapat bantuan dari
pemerintah juga turut mendapat bantuan nonpemerintah. Mayoritas bantuan nonpemerintah
berasal dari organisasi LGBTQ. Hal ini tentu tidak mengejutkan, mengingat organisasi LGBTQ
memiliki keberpihakan yang jelas terhadap komunitas LGBTQ. Solidaritas ini merupakan modal
sosial yang penting dalam upaya membangun resiliensi secara berkelompok.

Berdasarkan tingkat risiko COVID-19, bantuan sosial pemerintah sebagian besar disalurkan
kepada wilayah dengan tingkat risiko tinggi. Bantuan nonpemerintah lebih banyak menyasar
kepada wilayah dengan tingkat risiko sedang dan rendah. Meskipun umumnya organisasi LGBTQ
tidak merancang program bantuan dengan mempertimbangkan tingkat risiko COVID-19, pada
pelaksanaannya organisasi LGBTQ memiliki sensitivitas terhadap komunitas yang relatif kurang
mendapat perhatian pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi LGBTQ memiliki
keterampilan untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dan menyalurkannya pada komunitas
LGBTQ di berbagai wilayah. Pada perencanaan program bantuan sosial organisasi LGBTQ di masa
depan, perlu dibuat pemetaan yang lebih baik agar bantuan dapat menyasar individu yang belum
tersentuh oleh bantuan sosial pemerintah.

Ketika dihadapkan dengan berbagai macam kekerasan dan diskriminasi, penelitian ini menunjukkan
bahwa komunitas LGBTQ cenderung akan meminta tolong kepada organisasi LGBTQ dan teman
dibandingkan meminta tolong kepada aparat pemerintah dan penegak hukum. Hal ini menunjukkan
tingginya tingkat kepercayaan komunitas kepada organisasi LGBTQ dan potensi teman/allies
sebagai perpanjangan tangan organisasi LGBTQ untuk mendampingi korban kekerasan. Di sisi lain,
rasa enggan komunitas LGBTQ untuk menghubungi aparat pemerintah dan penegak hukum ketika
mengalami kekerasan dapat kita runut kembali pada diskriminasi dan kekerasan yang cenderung
dilakukan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum kepada komunitas LGBTQ selama tiga
dekade terakhir.
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I KESIMPULAN

andemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi komunitas LGBTQ di
berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, ekonomi, hingga sosial. Selain meningkatkan
risiko kerentanan yang sejatinya sudah menjadi bagian dari realitas sehari-hari,
pandemi COVID-19 secara langsung membawa kerugian nyata bagi komunitas LGBTQ
di Indonesia. Secara hukum, pola-pola ketidakpercayaan kepada aparat penegak
hukum relatif ditunjukkan oleh komunitas LGBTQ sehingga mereka enggan melaporkan kasus
kekerasan yang mereka alami ke pihak berwajib selama masa pandemi. Dari aspek pemahaman
hukum, mayoritas anggota komunitas LGBTQ mengetahui mengenai aturan PSBB namun mereka
masih banyak melakukan kegiatan tatap muka secara langsung sehingga sebagian dari kegiatan
mereka dibubarkan oleh aparat pemerintah. Sekalipun pembubaran kegiatan merupakan bagian
dari penegakan protokol kesehatan, penting untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak dilakukan
secara diskriminatif dan menggunakan kekerasan. Meskipun jumlah kasus pengusiran sangat
sedikit, pandemi COVID-19 terbukti menjadi alasan baru pengusiran LGBTQ dari wilayah tempat
tinggalnya. Dalam mengakses bantuan sosial pemerintah, komunitas LGBTQ terkendala informasi
terkait aturan bantuan sosial pemerintah, kurangnya dokumen administratif seperti kepemilikan KK
dan/atau KTP, status bukan warga tetap, dianggap tidak memenuhi syarat, tidak terdaftar sebagai
penerima bantuan, tidak dianggap membutuhkan bantuan, dan sebagainya. Di antara responden
yang saat ini tidak bekerja, sebagian besar kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19.
Meskipun demikian, mayoritas komunitas LGBTQ tetap percaya bahwa melakukan tindak kriminal
untuk bertahan hidup di masa pandemi bukanlah sesuatu yang dibenarkan.

Di bidang ekonomi, pandemi COVID-19 terbukti berpengaruh terhadap pekerjaan yang dijalani
oleh anggota komunitas LGBTQ. Sebagian anggota komunitas LGBTQ mengalami PHK, penurunan
pendapatan, penurunan omset, dan penutupan tempat usaha. Hal ini diperparah dengan kondisi
ekonomi mayoritas anggota komunitas LGBTQ yang relatif berada dalam kisaran garis kemiskinan,
mengacu pada standar BPS. Lebih lanjut, pandemi COVID-19 juga mendorong peningkatan
pengeluaran bagi komunitas LGBTQ. Berbagai strategi dilakukan oleh komunitas LGBTQ untuk
bertahan hidup, salah satunya adalah dengan meminjam uang baik ke teman, koperasi, tengkulak
maupun pinjaman online. Namun, tidak sedikit dari mereka yang kesulitan dalam mengembalikan
pinjaman ini karena pengeluaran yang meningkat tidak diimbangi dengan pendapatan yang
memadai. Kepemilikan tabungan yang sangat dibutuhkan dalam masa pandemi ini juga hanya
dimiliki sebagian kecil anggota komunitas LGBTQ, itupun mayoritas dalam jangka waktu pendek.
Tidak sedikit dari mereka yang juga memilih bertahan dengan membeli barang yang lebih murah
dan menggantungkan hidup dari bantuan yang mereka peroleh, baik dari pemerintah maupun
nonpemerintah. Sebagian dari mereka juga tetap harus tetap masuk kerja (WFO), membuka
usaha, berjualan ataupun menjalani pekerjaan berisiko tinggi terpapar COVID-19 seperti pekerja
seks. Pilihan untuk kembali ke rumah orang tua juga akhirnya terpaksa diambil sebagai oleh
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sebagian anggota komunitas LGBTQ, untuk mengurangi pengeluaran ataupun karena mengalami
pengusiran. Walaupun mayoritas anggota komunitas LGBTQ mengatakan bisa bangkit, khususnya
dari kondisi keterpurukan ekonomi secara umum maupun di tingkat individual, terdapat anggota
komunitas LGBTQ yang sangat terpuruk dan merasa tidak bisa bangkit karena dampak pandemi
ini. Gambaran dampak di bidang ekonomi ini relatif memperjelas permasalahan struktural yang
menghantui komunitas LGBTQ sebagai kelompok dengan kerentanan berlapis: lemahnya
implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di Indonesia selamna masa pandemi COVID-19.

Di bidang sosial, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan prevalensi jenis kekerasan
tertentu, yaitu kekerasan emosional dan kekerasan ekonomi, terhadap komunitas LGBTQ. Mayoritas
pelaku kekerasan emosional adalah orang dekat, seperti pasangan dan anggota keluarga inti yang
tinggal bersama penyintas; dan hadirnya kebijakan pembatasan sosial berpotensi ‘'mengurung’
individu LGBTQ bersama pelaku kekerasan emosional tersebut. Hal ini mengkhawatirkan, mengingat
penyintas relatif belum memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan emosional yang
mereka alami. Hanya 1 dari 10 penyintas kekerasan emosional yang mengakses layanan kesehatan
mental selama enam bulan terakhir. Terkait kekerasan ekonomi, mayoritas dilakukan oleh bos/
atasan akibat relasi kuasa yang timpang. Penyintas rawan menjadi korban kekerasan berulang, dan
layaknya penyintas kekerasan emosional, enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami ke
pihak berwajib. Selain berhadapan dengan risiko kekerasan, komunitas LGBTQ juga dihadapkan
dengan ancaman isolasi sosial, di tengah meningkatnya derajat kecemasan mereka terhadap
pandemi COVID-19. Pembatasan sosial menuntut perubahan moda komunikasi antarindividu
LGBTQ menjadi tidak langsung (online) yang sulit diakomodir sebagian respoden karena
keterbatasan sumber daya.

Di tengah terpaan pandemi, komunitas LGBTQ ternyata mampu mengembangkan kapasitas
resiliensi — baik secara individu maupun kelompok - mulai dari mencari pekerjaan tambahan,
melakukan inovasi bisnis, hingga melakukan peningkatan kapasitas secara online. Organisasi
LGBTQ memiliki peran sentral dalam mendukung kapasitas resiliensi ini, karena selain menjadi
penyalur bantuan di kala pandemi, organisasi LGBTQ juga menjadi tempat yang dituju (top of
mind) oleh individu LGBTQ ketika mereka membutuhkan pertolongan, seperti ketika mengalami
kekerasan fisik, emosional, seksual, dan diskriminasi hukum. Lemahnya implementasi kebijakan
jaring sosial membuat komunitas LGBTQ ‘mencari pertolongan’ ke organisasi LGBTQ+. Akan tetapi,
perlu diingat bahwa tidak semua individu LGBTQ memiliki kapasitas resiliensi yang sama; tidak
sedikit individu LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat bangkit dari keterpurukan
akibat pandemi dan tidak mampu bertahan karena keterbatasan ekonomi. Peran pemerintah
dalam menjamin kesejahteraan warga negara menjadi penting untuk digarisbawahi. Selama
tiga dekade terakhir, komunitas LGBTQ hidup di tengah stigma negatif dan tindakan-tindakan
diskriminatif yang menempatkan mereka ke dalam posisi rentan; pandemi COVID-19 mengeskalasi
derajat kerentanan tersebut. Penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan yang jelas
dan memberi perhatian khusus pada kelompok minoritas seksual, khususnya terkait pemenuhan
kesejahteraan dasar, pemberian stimulus ekonomi, dan layanan kesehatan mental, untuk menjamin
keberlangsungan hidup mereka di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan.
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] REKOMENDASI

Melihat dampak pandemi COVID-19 yang begitu luas dan menyeluruh pada aspek hukum, ekonomi,
dan sosial, termasuk bagi komunitas LGBTQ sebagai kelompok rentan, berikut adalah beberapa
rekomendasi yang diusulkan kepada pemerintah maupun organisasi LGBTQ.

Tabel 15 Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi

Pemerintah/ Bidang/

Non-Pemerintah Sektor

Pemerintah Kementerian
Hukum dan
HAM

Mendorong penegakan hukum yang transparan dan
akuntabel, serta peran aktif aparat penegak hukum
dalam penanganan kasus kekerasan, khususnya yang
terjadi di masa pandemi COVID-19

Membangun kerja sama dengan forum-forum layanan
pengaduan, seperti forum layanan yang dimiliki
Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan masyarakat
sipil agar dapat menangani kasus-kasus kekerasan
dengan lebih baik.

Kementerian
Sosial

Memastikan masyarakat mendapatkan informasi
mengenai bantuan sosial dan cara mengaksesnya,
serta menjamin akses terhadap bantuan sosial secara
inklusif.

Kementerian
UMKM dan
Koperasi

Pemberian stimulus ekonomi yang inklusif, melalui
kebijakan pemerintah bagi pelaku usaha (termasuk
kemudahan dalam mengajukan pinjaman dan
kelonggaran dalam pengembalian pinjaman di masa
pandemi COVID-19).

Kementerian
Kesehatan

Pemberian layanan tes PCR COVID-19 yang
menyeluruh, gratis, dan inklusif; termasuk bagi anggota
komunitas LGBTQ.

Menjamin akses yang memadai untuk penyediaan
layanan kesehatan dasar yang inklusif, termasuk bagi
kelompok minoritas seksual, selama masa pandemi
COVID-19, seperti penyediaan alat kontrasepsi, obat-
obatan ARV, dan layanan kesehatan mental.
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Pemerintah/ Bidang/ Rekomendasi
Non-Pemerintah  Sektor

Komunitas dan NA Pemberian peningkatan kapasitas mengenai hukum
Organisasi bagi individu LGBTQ yang mendukung mereka dalam
LGBTQ proses pembuatan KK, KTP, dan BPJS di wilayahnya

masing-masing.

NA Komunitas LGBTQ dan teman adalah pihak yang
pertama kali dihubungi (dan akan dihubungi) ketika
individu LGBTQ mengalami kekerasan dan diskriminasi
dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu,
penting untuk mencetak paralegal dan konselor yang
berasal dari komunitas LGBTQ dan allies agar memiliki
kapasitas yang memadai untuk melakukan pertolongan
pertama dan memberikan bantuan hukum bagi korban
kekerasan di masa mendatang.

NA Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai
dan sembako hanya bersifat insidental dan tidak
dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh
karena itu, dibutuhkan pelatihan keterampilan yang
dapat digunakan untuk mengakses sumber-sumber
penghasilan baru atau meningkatkan kualitas dari
usaha yang sudah dimiliki sebelumnya. Keterampilan
yang penting untuk dikuasai drkslihud msmpu
membatasi pertemuan secara langsung antara lain
seperti kemampuan berniaga dan pemasaran online
(online marketing).

NA Salah satu kegiatan yang banyak dibubarkan selama
masa pandemi COVID-19 adalah kegiatan organisasi
atau komunitas LGBTQ. Oleh karena itu dibutuhkan
peningkatan kapasitas bagi organisasi LGBTQ terkait
penyelenggaraan kegiatan secara online guna
mengurangi intensitas pertemuan secara offline.

NA Mengembangkan basis data komunitas LGBTQ

di wilayah masing-masing, untuk menjamin akses
terhadap bantuan sosial serta pemberian informasi
mengenai cara mengakses bantuan sosial yang inklusif.

NA Sosialiasi tentang jenis bantuan sosial yang dapat
diakses oleh komunitas LGBTQ serta asistensi dalam
proses mengakses bantuan sosial.

NA Sosialiasi mengenai pentingnya BPJS Kesehatan, cara
membuat BPJS Kesehatan, dan cara menjadi penerima
bantuan iuran BPJS Kesehatan.

NA Mendukung penguatan akses terhadap penyediaan
layanan kesehatan dasar bagi komunitas LGBTQ
selama masa pandemi COVID-19, seperti penyediaan
alat kontrasepsi, obat-obatan ARV, dan layanan
kesehatan mental.
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PROFIL PENELITI

Arief Rahadian

Arief adalah seorang antropolog digital yang memiliki ketertarikan pada isu gender, seksualitas,
masyarakat jaringan, dan permainan video. Peneliti menyelesaikan studi S1-nya di Program Sarjana
Sosiologi FISIP Universitas Indonesia (FISIP Ul) pada tahun 2015, dan studi masternya di Department
of Cultural Anthropology and Development Sociology, Universiteit Leiden, Belanda, pada tahun
2019; dengan tesis bertajuk “Becoming a female cat-folk in virtual world: On Gender Bending and
Gender Performativity in Final Fantasy XIV". Peneliti juga sempat mengikuti perkuliahan di Program
Magister Kajian Gender Universitas Indonesia selama satu semester di tahun 2018, sebelum
kemudian melanjutkan studinya ke Universiteit Leiden, Belanda.

Sejak duduk di bangku sarjana, peneliti aktif terlibat dalam gerakan kesetaraan gender, khususnya
kesetaraan bagi kelompok LGBTQ+. Pada pertengahan 2014, peneliti bersama dengan mahasiswi/a
Universitas Indonesia lainnya mendirikan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies
(SGRQ), kelompok belajar informal yang bertujuan memberi ruang aman bagi civitas academica
Ul untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi informasi terkait kajian gender dan seksualitas. Pada
tahun yang sama, peneliti juga aktif sebagai pegawai magang di Perkumpulan Suara Kita, salah
satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu hak-hak kelompok LGBT.

Selainpengalaman berorganisasi, penelitijuga terlibat dalam berbagai studi kualitatif, kuantitatif, dan
mix-method bertajuk kesetaraan gender dan hak-hak LGBT; salah satunya adalah studi ‘Pemetaan
dan Analisa Kesenjangan Implementasi Kebijakan terkait Hak-Hak Kelompok Minoritas’ bersama
Puska GenSeks Ul. Sepanjang 2017 - 2018, peneliti aktif sebagai konsultan di Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI) dan membantu implementasi berbagai program yang berfokus pada
kesetaraan gender dan hak-hak LGBT, seperti program Right Here Right Now (RHRN). Peneliti juga
aktif menulis artikel terkait isu gender dan seksualitas yang kini dapat dibaca di situs PKBI maupun
laman blog pribadi penulis.

Saat ini peneliti aktif dalam gerakan masyarakat sipil untuk mendukung kesetaraan gender bersama
LSM dan aliansi dengan tujuan yang sama, serta aktif menyuarakan pentingnya akses fasilitas
kesehatan seksual dan reproduksi yang terbuka bagi semua orang; terlepas dari latar belakang
identitas sosial mereka. Peneliti juga sedang terlibat dalam penelitian terkait inklusivitas di dunia
kerja bersama dengan salah satu LSM, yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan
yang inklusif bagi komunitas LGBTQ, khususnya di lingkungan kerja.

Peneliti dapat dihubungi lewat surel: rahadianmu@gmail.com
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Gabriella Devi Benedicta

Peneliti menyelesaikan studi S1-nya di Program Sarjana Sosiologi FISIP Universitas Indonesia pada
tahun 2010 dan studi masternya di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris,
Perancispadatahun2015.Ketertarikannya padaisu seksualitas sejak masa perkuliahan membawanya
untuk menjadi peneliti sejak 2010 di Unit Kajian Gender dan Seksualitas LPPSP FISIP Ul. Sejak saat
itu, peneliti aktif dan terlibat untuk mengerjakan berbagai penelitian kuantitatif, kualitatif maupun
mix method yang bertema gender, seksualitas, maupun kesehatan reproduksi terhadap berbagai

kelompok, khususnya perempuan, anak dan remaja serta lintas orientasi seksual.

Beberapa studi yang pernah dilakukan diantaranya adalah penguatan akses orang muda pada
isu HKSR untuk Jaringan SEPERLIMA bekerjasama dengan HIVOS, studi hubungan KSR dan HIV
bekerjasama dengan UNFPA, studi inklusi sosial dan minoritas seksual, khususnya terkait stigma
terhadap MSM dan trans people, studi mengenai chemical youth dan penggunaan obat pada
komunitas trans laki-laki, studi analisis dan pemetaan stakeholder untuk Aliansi KITASAMA, studi
baseline, midline maupun end-line untuk program GUSO yang memfokuskan pada isu pendidikan
dan akses terhadap layanan KSR untuk orang muda serta studi baseline hingga end-line pada
program Yes | Do yang berfokus padaisu perkawinan anak, kehamilan remaja, dan sunat perempuan.

Tidak hanya terlibat dalam kegiatan riset, peneliti juga terlibat dalam berbagai proses advokasi yang

dilakukan, bekerjasama dengan aliansi-aliansi yang mendukung isu seksualitas dan keberagaman
seperti Aliansi SEPERLIMA, KITASAMA, Aliansi Satu Visi, Yes | Do, dsb. Melalui riset, diskusi maupun
kegiatan lainnya, peneliti juga berinteraksi secara langsung dengan rekan-rekan dari berbagai
komunitas maupun organisasi LGBT di Indonesia.

Peneliti dapat dihubungi lewat surel: gabriella.devi@gmail.com
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Fatiman Az Zahro

Mengawali pendidikan tingginya pada program sarjana llmu Hubungan Internasional di Universitas
Indonesia, peneliti menyelesaikan program sarjananya di Universitas Nasional. Sejak masa kuliah,
peneliti sangat tertarik pada isu lingkungan dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu peneliti
bergabung dengan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas untuk mendalami isu gender di Indonesia
pada tahun 2012. Pengalaman pertama mengumpulkan data dan mendengar langsung persoalan
yang dialami oleh para narasumber di lapangan membawa peneliti masuk lebih dalam pada isu
perlindungan anak, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, serta SOGIESC. Hingga saat
ini, peneliti telah melakukan 15 penelitian isu gender dan seksualitas dengan menggunakan
metode kuantitatif dan kualitatif. Peneliti memiliki keterampilan dalam mengembangkan proposal
penelitian, pengembangan instrumen penelitian, mengorganisasikan proses pengumpulan data
di lapangan maupun secara daring, serta melakukan pemrosesan data dan analisa data hingga
dapat menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipresentasikan kepada pemangku kepentingan,
penerima manfaat, dan pembuat kebijakan. Dalam upaya untuk memahami teori dan implementasi
program-program pembangunan sosial, peneliti saat ini menempuh pendidikan pascasarjana
dengan peminatan Perencanaan dan Evaluasi Program Pembangunan Sosial di lImu Kesejahteraan
Sosial, Universitas Indonesia.

Selain melakukan kegiatan penelitian, peneliti juga aktif berjejaring dengan organisasi, lembaga,
dan individu lain yang memiliki perhatian yang serupa. Sedikit dari berbagai jaringan yang diikuti
antara lain Jaringan Gerak Bersama untuk isu kekerasan pada perempuan, Jaringan AKSI untuk
isu perkawinan anak, SAWG untuk isu aborsi aman, dan Jaringan KITASAMA untuk isu SOGIESC.
Menjadi program manager pada tahun 2017-2020 bagi program RHRN yang dikerjakan bersama
dalam Jaringan KITASAMA, peneliti mendapatkan pengetahun dan pemahaman yang lebih baik
mengenai isu SOGIESC. Peneliti bertanggung jawab atas penyediaan data berbasis bukti bagi
proses advokasi dekriminalisasi LGBT, pemenuhan akses layanan kontrasepsi universal, dan
implementasi pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif. Penelitijuga bertanggung jawab atas
proses penggalian dan dokumentasi capaian program dengan menggunakan metode Outcome
Harvesting. Peneliti juga merupakan anggota Presidium Jaringan KITASAMA untuk periode tahun
2019-2020. Kerja-kerja dalam jaringan ini telah membuka peluang bagi peneliti untuk memberikan
support bagi organisasi LGBT sesuai dengan kebutuhan organisasi dan keterampilan peneliti.

Peneliti dapat dihubungi lewat surel: zahro9@gmail.com
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